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MOTTO 

 

 أَعطُْوا الأجَيِسَ أجَْسَهُ قثَْمَ أَنْ يجَِفَّ عَسَقُهُ

“Berikan-lah kepada buruh/pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” 

(HR. Ibnu Majah, shahih) 

 

“Belajar bisa dimana saja dan kepada siapa saja tanpa memandang usia, dan 

Jangan lihat siapa yang berucap, tapi dengarkan apa yang ia ucapkan.” 

(Penulis) 

 

“Selalu ingat tiga kata dan satu hal ajaibnya: Maaf, Tolong, Terima Kasih, dan  

jangan lupa Tersenyum.” 

(Penulis) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

      Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 

dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut 

adalah: 

1. Konsonan 

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda 

sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 

sebagai berikut : 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 s\a s\ Es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 H}a H} Ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ Zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش
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 S}ad S} Es (dengan titik di ص

bawah) 

 D}ad D} De (dengan titik di ض

bawah) 

 T}a T} Te (dengan titik di ط

bawah) 

 Z}a Z} Zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain …„…. Koma terbalik di„ ع

atas 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah …‟… Apostrop ء

 Ya Y Ye ى

 

 

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal  

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Lain Nama 

 ََ  Fath}ah A A 

 َِ  Kasrah I I 

 َُ  Dammah U U 

Contoh: 

No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Kataba كتة .1

 Z}ukira ذكس .2

 Yaz}habu يرهة .3

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Dan 

Huruf 

Nama Gabungan 

Huruf 

Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan i أ...... ى

 Fathah dan wau Au a dan u أ ...... و

      Contoh : 

No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Kaifa كيف .1

 H}aula حول .2

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 

Harakat 

Dan Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 Fathah dan alif atau ya a> A dan garis di atas أ....... ي

 Kasrah dan ya i> I dan garis di atas أ ...... ي

 Dammah dan wau u> U dan garis di atas أ ....... و
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      Contoh: 

No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Qa>la قال .1

 Qi>la قيم .2

 Yaqu>lu يقول .3

 <Rama زمي .4

 

4. Ta Marbutah 

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 

dammah trasliterasinya adalah /t/. 

b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 

/h/. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/. 

Contoh: 

No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Raud}ah al-at} fa>l raud}atul atfa>l زوضة الأطفال .1

 T{alhah طهحة .2

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 

Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 

dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 

Contoh: 

No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Rabbana زَتَّنَا .1

لَ  .2  Nazzala نَصَّ
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6. Kata Sambung 

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu ال . Namun 

dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang 

diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 

Qamariyyah. 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai 

dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 

diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang 

digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf 

Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 

dan dihubungkan dengan kata sambung. 

Contoh: 

No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 

جُمُ  .1  Ar-Rajulu انسَّ

 Al-Jala>lu انجلال .2

 

7. Hamzah 

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan 

denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila 

terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab 

berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 

No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Akala أكم .1

 Ta‟khuz}u>na تأخرون .2

 An-Nau‟u اننؤ .3

 

8. Huruf Kapital 
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Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 

dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 

EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 

kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 

dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 

sandangnya. 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka 

huruf kapital tidak digunakan. 

Contoh: 

No.  Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l وما محمد إلا زسول .1

 Al-hamdu lillhi rabbil 'a>lami>na انحمد اللّٰه زب انعانمين .2

 

9. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi 

kata-kata tetentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 

maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan 

dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan. 

Contoh: 

No.  Kata Bahasa Arab Transliterasi 

وإن اللّٰه نهو خيس  .1

 انساشقين

Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ Wa 

innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 

 Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa فأو فوا انكيم و انميصان .2

aufulkaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 

 

 

Agnes Clara Rahmawati, NIM: 132111030 “PRAKTIK PENGUPAHAN 

KARYAWAN DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH (Studi Kasus pada 

Counter Banana Nugget De BANANAS di Swalayan Laris Kartasura).” 

Bagi seorang pengusaha merekrut karyawan part time dapat menghemat 

pengeluaran, Pekerja part time dianggap sangat membantu pengusaha yang tidak 

memiliki biaya operasional besar seperti di counter banana nugget De 

BANANAS. Terkait upah-mengupah pekerja dengan sistem part time ini, belum 

ada peraturan resmi yang mengaturnya, hal ini menyebabkan banyak praktik 

pengupahan karyawan part time ini yang kurang tepat, sehingga menimbulkan 

berbagai permasalahan yang terkadang membuat karyawan part time ini merasa 

dirugiakan.  

Oleh karena itu, pada skripsi ini penulis mencoba menganalisis praktik 

pengupahan karyawan yang bekerja dengan sistem part time di De BANANAS 

dengan menggunakan ketentuan akad ijarah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui  

praktik pengupahan karyawan yang diterapkan di De Bananas dan untuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan konsep akad ijarah.   

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, 

skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data 

primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan owner dan kedua 

karyawan De BANANAS, sedangkan sumber data sekundernya diperoleh dari 

buku-buku tentang ijarah, sistem pengupahan dalam islam, karya ilmiah, jurnal 

dan dokumen-dokumen resmi lainnya. metode analisisnya yang digunakan yaitu 

deduktif, dengan menguraikan teori tentang akad dan ijarah, kemudian 

menggunakan teori tersebut untuk menganalisis praktik pengupahan karyawan 

yang diterapkan di counter De BANANAS.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengupahan di 

counter De BANANAS dalam beberapa hal tidak sesuai dengan konsep ijarah. 

seperti pada ijab dan kabul yang tidak dilakukan secara langsung dengan owner 

melainkan melalui perantara dari karyawan yang akan berhenti bekerja, hal ini 

dapat menimbulkan masalah di kemudian hari karena kurangnya informasi 

tentang pekerjaan yang diberikan secara turun-temurun tersebut, sehingga hal ini 

tidak sesuai dengan konsep ijarah. Walaupun terkadang pembayaran upah 

terlambat beberapa hari, namun terdapat kebijakan dari owner untuk 

memperbolehkan karyawannya mengambil upah sebelum tanggal pembayaran 

upah yang telah disepakati. Hal ini membuat karyawan tidak merasa dirugikan 

dengan keterlambatan pembayaran upah yang sering terjadi, hal ini sesuai dengan 

konsep upah-mengupah pada akad ijarah. 
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Kata kunci: Akad ijarah, Upah atau Ujroh, Karyawan,  part time  
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ABSTRACT 

 

 

 Agnes Clara Rahmawati, NIM: 132111030 "EMPLOYEE WASTE PRACTICE 

IN THE PERSPECTIVE OF AKAD IJARAH (Case Study on Counter Banana 

Nugget De BANANAS in Laris Kartasura Supermarket)." 

For a businessman recruiting part-time employees can save expenses, part-

time workers are considered to be very helpful to employers who do not have 

large operational costs such as the counter banana nugget De BANANAS. Due to 

the part-time workers' wage wages, there are no official regulations governing 

them, this causes many of these part-time employee wage practices to be 

inaccurate, leading to various problems that sometimes make these part-time 

employees feel disadvantaged. 

Therefore, in this thesis the author tries to analyze the wage practices of 

employees who work with the part time system at De BANANAS by using the 

terms of the ijarah contract. This is done to determine the employee wage 

practices that are applied at De Bananas and to find out their compatibility with 

the ijarah contract concept. 

The research method used is descriptive qualitative method, this thesis is a 

type of field research. The primary data source of this study was obtained from 

interviews with the owner and the two De BANANAS employees, while the 

secondary data source was obtained from books on ijarah, the wage system in 

Islam, scientific works, journals and other official documents. the analytical 

method used is deductive, by outlining the theory of contract and ijarah, then 

using the theory to analyze employee wage practices that are applied at the De 

BANANAS counter. 

The results of this study indicate that the wage practices at the De 

BANANAS counter are in some ways incompatible with the ijarah concept. as in 

consent and Kabul which is not done directly with the owner but through an 

intermediary from employees who will stop working, this can cause problems 

later on due to the lack of information about the work given from generation to 

generation, so this is not in accordance with the concept ijarah. Although 

sometimes the payment of wages is delayed several days, but there is a policy 

from the owner to allow employees to take wages before the agreed wage 

payment date. This makes employees not feel disadvantaged by the late payment 

of wages that often occur, this is in accordance with the concept of wage-wage in 

the ijarah contract. 

 

Keywords: Ijarah agreement, Wages or Ujroh, Employees, part time
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum Islam mencakup hukum Ibadah dan muamalah. Hukum 

ibadah mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT, sedangkan 

hukum muamalah mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia 

yang lain, benda, dan alam semesta. Hubungan manusia yang satu dengan 

yang lainnya mencakup bidang keluarga, sipil, perdata, pemerintah, dan 

internasional. Muamalah memuat segala aturan agama yang mengatur 

hubungan antar sesama manusia baik yang seagama maupun tidak seagama 

yang dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, 

sewa, pinjam-meminjam, hukum tata negara, hukum antar bangsa, dan 

sebagainya.1 

Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan 

kerjasama antar manusia sebagai penyedia jasa tenaga pada satu pihak, 

dengan pihak lainnya. Hal demikian dilakukan untuk melakukan suatu 

produksi, dengan ketantuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi 

berupa upah. Kegiatan tersebut dalam literatur fiqh disebut dengan akad 

Ijarah al-„Amal, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia.2 

                                                           
1
 Masjfuk Zuhdi, Studi Islam (Jilid III Muamalah) cet. Ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1993), hlm. 2. 

2
 Abdurrahman al-Jaziri, kitab al-Fiqh „ala al-Mazahib al-Arba‟ah (Beirut : Dar al Fikr, 

2003), hlm.73 
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Adanya akad antara pemilik modal dengan pekerja, memberikan 

pengusaha laba dari usahanya dan karyawan mendapatkan upah dari 

pekerjaannya. Usaha tersebut haruslah bersifat saling menguntungkan, agar 

dapat meningkatkan taraf hidup bersama yang baik, bagi pengusaha maupun 

karyawan. 

Alquran mengakui hak individu dan kelompok untuk memiliki dan 

memindahkan suatu kekayaan secara bebas dan tanpa paksaan. Alquran 

mengakui otoritas deligatif terhadap harta yang dimiliki secara legal oleh 

seorang individu atau kelompo k.3 sebagaimana firman Allah SWT dalam 

Surah An-Nisa’ (4) : 29 : 

ناَاأمَْوَالَكُماْاتََْكُلُواالَااآَمَنُوااالَّذِيناَاأيَ ُّهَااياَ  وَلَا مِنْكُماْاتَ راَض ااعَناْاتَِِارةَ ااتَكُوناَاأَناْاإِلَّاابِِلْبَاطِلاِاكُماْبَ ي ْ

 (٩٢ )ارَحِيم اابِكُماْاكَاناَاااللَّّاَاإِنَّااأنَْ فُسَكُماْاتَ قْتُ لُوا

Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.4 

Di era serba modern ini, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan 

sangat ketat. Tingkat pendidikan dan kemampuan sangat dibutuhkan. Banyak 

orang yang memiliki modal tapi tidak bisa menjalankan usahanya, dan 

banyak pula orang yang tidak mempunyai modal tetapi mempunyai 

kemampuan untuk melakukan usaha. Oleh sebab itu, manusia sebagai 

                                                           
3
 Veithzal Rivai, dkk., Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik cet. 1 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 1-2. 

4
 Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahan : New Cordova, (Bandung: Syamil 

Quran, 2012) , QS. An-Nisa’/4 : 29. 
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makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus bekerjasama satu sama 

lain untuk dapat menciptakan suatu hubungan timbal balik yaitu antar pemilik 

modal dengan yang membutuhkan pekerjaan. 

Dalam dunia kerja, terdapat beberapa jenis karyawan yang terdiri dari 

karyawan tetap, karyawan part time atau paruh waktu, karyawan magang, 

hingga karyawan pekerja lepas atau freelancer. Untuk masalah upah dan jam 

kerja terdapat perbedaan antara karyawan tetap, part time, freelancer, 

maupun karyawan magang. 

Bagi pengusaha, merekrut karyawan part time bisa menghemat 

pengeluaran. Karena, tidak ada kewajiban untuk membayar tunjangan, 

asuransi, dan yang lainnya. Selain itu, juga tidak perlu dipusingkan dengan 

berbagai kerumitan seperti mengurus kontrak, kewajiban pemberian jaminan, 

dan sebagainya.5 

Secara umum, status tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi 

tenaga kerja tetap dan tenaga kerja alih daya (outsourcing). Sedangkan 

bila dilihat dari jam kerja, tenaga kerja dibagi menjadi dua yaitu tenaga 

kerja waktu penuh (full time) dan tenaga kerja paruh waktu (part time).6 

                                                           
5
 Human Resources, “Perbedaan dan Keuntungan Menerapkan Karyawan Part Time, 

Magang, dan Freelance”, dikutip dari https://sleekr.co/blog/perbedaan-menerapkan-karyawan-part-

time-magang-freelance/diakses pada tanggal 23 Agustus 2019, pukul 21.45 WIB. 

6
 Disi Riwanda Rabbani, Kerja Layak Bagi Mahasiswa Pekerja Kontrak Paruh Waktu 

(Garda Depan) di PT. Aseli Dagadu Djokdja,” Jurnal Studi Pemuda, (Universitas Gajah Mada)Vol. 

6 Nomor 2, 2017, hlm. 605. 

https://sleekr.co/blog/perbedaan-menerapkan-karyawan-part-time-magang-freelance/
https://sleekr.co/blog/perbedaan-menerapkan-karyawan-part-time-magang-freelance/
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Kerja part time adalah pekerjaan yang memiliki jam kerja kurang 

dari 30-35 jam per minggunya.7 Pekerja part time memiliki waktu kerja 

lebih sedikit, yakni sekitar 3-6 jam per-hari, tergantung jenis pekerjaannya. 

Pekerja ini umumnya tidak memiliki kontrak kerja resmi seperti 

pegawai tetap di kantor. Akan tetapi, karyawan part time dapat membuat 

kesepakatan dengan orang yang memberikan pekerjaan terkait masalah 

upah yang dibayarkan, bonus pekerjaan, dan juga fasilitas-fasilitas yang 

mungkin didapatkan. 

Jadwal kerja karyawan part time tidak bersifat tetap, dalam artian 

pekerja dapat mengatur kembali jadwalnya dengan berbagai aturan yang 

dibolehkan sebagai berikut:8 

a. Tukar shift, yaitu bertukar shift antara shift pagi dengan shift sore 

dengan kesepakatan antar pekerja. 

b. Back up, yaitu jika berhalangan hadir diperbolehkan mencari 

pengganti sementara untuk mengisi shiftnya. 

c. Foreveran, yaitu tukar shift yang berlangsung seterusnya sampai ada 

pergantian jadwal shift yang baru. 

Kerja part time dianggap mampu menambah pemasukan bagi yang 

sudah memiliki pekerjaan tetap. Bagi yang belum mendapatkan pekerjaan 

                                                           
7
 Informasi Dunia Kerja. “Pengertian Kerja Full Time, Part Time &Freelance”, Dikutip 

dari http://jobsinfopedia.blogspot.com/2016/09/pengertian-kerja-full-time-part-time.html diakses 

pada tanggal 24 September 2019, pada pukul 08.30 WIB. 

8
 Disi Riwanda Rabbani, Kerja Layak Bagi Mahasiswa Pekerja Kontrak Paruh Waktu 

(Garda Depan) di PT. Aseli Dagadu Djokdja,” Jurnal Studi Pemuda, (Universitas Gajah Mada)Vol. 

6 Nomor 2, 2017, hlm. 613. 

http://jobsinfopedia.blogspot.com/2016/09/pengertian-kerja-full-time-part-time.html
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tetap, pekerjaan ini dianggap sebagai batu loncatan. Salah satu daya tarik dari 

bekerja paruh waktu adalah mampu menjadi alternatif bagi mahasiswa yang 

ingin mencari penghasilan tambahan tanpa harus mengorbankan aktivitas 

perkuliahan. Selain itu, ada juga yang memilih bekerja paruh waktu hanya 

untuk memanfaatkan waktu luang diluar perkuliahan untuk memperluas 

jaringan pertemanan dan mencari pengalaman baru. Pekerja part time 

dianggap sangat membantu pengusaha yang tidak memiliki biaya operasional 

besar. 

Oleh karena itu, dasar penentuan upah yang harus digunakan oleh 

seorang pengusaha adalah manfaat yang diberikan, sedangkan tenaga dapat 

dianggap sebagai sarana pendukung dalam rangka mendapatkan manfaat dari 

seorang pekerja.
9
 Dasar hukum yang digunakan dalam upah-mengupah 

adalah Quran Surat At-Talaq (65) Ayat 6 

 ....فإَِنْاأرَْضَعْنَالَكُمْافَآتوُهُنَّاأُجُورَهُنَّا اا...

 

Artinya: 

...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka 

berikanlah kepada mereka upahnya....
10

 

Namun, terkait dengan upah-mengupah dari pekerja part time ini, 

belum ada peraturan resmi yang mengaturnya, Sehingga untuk masalah upah-

                                                           
9
 Dwi Condro Triono, Ekonomi Pasar Syariah : Ekonomi Islam Madzhab Hamfara jilid 2, 

(Yogyakarta : Irtikaz, 2016), hlm. 284-285. 

10
 Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahan : New Cordova, (Bandung: Syamil 

Quran, 2012) , QS. At-Talaq/ 65 : 6. 
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mengupah ditentukan langsung oleh pemilik modal dan disepakati oleh 

pekerja. 

Di dunia usaha dapat kita jumpai berbagai macam jenis usaha, salah 

satunya adalah food court. Food court merupakan sebuah tempat yang terdiri 

dari counter-counter makanan dan minuman yang menawarkan aneka menu 

yang bervariasi. Food court adalah area makan yang terbuka dan bersifat 

informal. Area ini biasanya terdapat di mall atau pusat perbelanjaan, 

perkantoran modern, universitas, dan sekolah-sekolah yang modern.11 

Counter-counter tersebut membutuhkan karyawan. Umumnya, satu counter 

mempunyai dua karyawan yang bekerja dengan sistem kerja dua shift. 

Di swalayan laris Kartasura contohnya, terdapat food court yang 

terdiri dari beberapa counter didalamnya. Banana Nugget De BANANAS 

misalnya, yang merupakan salah satu counter makanan di swalayan tersebut 

yang mempunyai dua karyawan part time dengan sistem kerja dua shift, dan 

menggunakan sistem pengupahan per-jam. 

Di counter De BANANAS Nugget, upah untuk karyawannya di 

hitung per-jam dengan waktu kerja shift pagi mulai pukul 10.00 – 15.00 WIB, 

sedangkan untuk shift sore mulai pukul 15.00 – 21.00 WIB. Akan tetapi, 

dikarenakan sistem pengupahannya yang per-jam tersebut, membuat jam 

kerja shift ini tidak berlaku mutlak atau bisa dikatakan jam kerjanya lebih 

fleksibel. Selain itu, dengan sistem pengupahan yang dihitung per-jam dan 

                                                           
11

 Sabrina Alfari, “Sekilas Tentang Food Court”, dikutip dari 

https://www.arsitag.com/article/sekilas-tentang-food-court diakses pada tanggal 21 Agustus 2019, 

pukul 13.34 WIB. 

https://www.arsitag.com/article/sekilas-tentang-food-court
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per-hari membuat pembayaran upahnya sering terlambat, dikarenakan 

pemilik usaha harus menghitung jumlah jam kerja karyawan hingga tanggal 

pengambilan upah, sehingga terkadang membuat upah diberikan keesokan 

harinya dan tidak sesuai tanggal kesepakatan, yaitu terhitung dari tanggal 

mulai masuk kerja sampai tanggal yang sama pada bulan berikutnya. Untuk 

pembagian hari kerja dan hari libur pun lebih fleksibel, tidak ditentukan oleh 

pemilik counter, hanya sebatas kesepakatan antar karyawan.  

Di De BANANAS Nugget, tidak ada kontrak kerja secara tertulis dan 

tidak ada akad secara langsung dengan pemilik counter, karena apabila ada 

karyawan yang hendak mengundurkan diri dari pekerjaannya, maka ia 

berkewajiban mencari orang baru yang bersedia menggantikan pekerjaannya, 

bahkan berkewajiban untuk memperkenalkan dan menjelaskan cara 

bekerjanya.
12

 Dimana hal ini seharusnya dilakukan oleh pemilik counter, 

sehingga terkadang terdapat ketidakadilan dalam pembagian pekerjaan antara 

karyawan di shift pagi dengan karyawan di shift sorenya. 

Bagi karyawan yang akan mengundurkan diri tetapi tidak mencarikan 

atau menemukan pengganti, memang tidak ada sanksi fisik berupa denda atau 

pengurangan upah, akan tetapi kewajiban mencari mengganti ini berganti 

menjadi kewajiban dari karyawan yang satunya, dan selama belum 

mendapatkan karyawan pengganti, maka karyawan yang masih bekerja di De 

BANANAS harus bekerja lembur.
13

 

                                                           
12 Wawancara langsung dengan saudari Nurul, karyawan, pada tanggal 26 Februari 2020 

13 Nanny Wijayati, Owner, wawancara langsung, pada tanggal 24 Februari 2020. 
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Dengan sistem pengupahan tersebut ada nilai positif dan negatifnya 

bagi karyawan maupun pengusaha. Apalagi di Indonesia belum ada hukum 

atau peraturan resmi mengenai ketentuan kerja maupun upah bagi karyawan 

part time atau paruh waktu ini.  

Hal ini menyebabkan banyak sekali praktik pengupahan yang kurang 

tepat dan bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan dalam Islam bahwa 

dalam memakai tenaga seseorang terlebih dahulu ditentukan mengenai bentuk 

kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Sehingga muncullah berbagai 

permasalahan yang terkadang menimbulkan rasa ketidak adilan bagi pekerja 

atau karyawan. Oleh karena itu, seorang pengusaha harus menjelaskan jenis 

usahanya dan waktu pembayaran upahnya pun harus jelas ditetapkan. Dengan 

demikian tidak ada pihak yang dirugikan dikemudian hari. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas serta berdasarkan pada 

pengalaman penulis dan informasi dari beberapa teman penulis sendiri, yang 

bekerja sebagai karyawan part time, maka penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian dengan judul “SISTEM PENGUPAHAN 

KARYAWAN DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH.“ (Studi Kasus pada 

Counter Banana Nugget De BANANAS di Swalayan Laris Kartasura). 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka dapat di ambil permasalahan yang akan menjadi pokok penelitian ini, 

yaitu sebagai berikut: 
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1. Bagaimana praktik pengupahan karyawan di counter banana nugget De 

BANANAS di swalayan laris Kartasura? 

2. Bagaimanakah tinjauan akad ijarah terhadap praktik pengupahan 

karyawan di counter banana nugget De BANANAS di swalayan laris 

Kartasura? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui praktik pengupahan karyawan di counter banana 

nugget De BANANAS di swalayan laris Kartasura. 

2. Untuk mengetahui tinjauan akad ijarah terhadap praktik pengupahan 

karyawan di counter banana nugget De BANANAS di swalayan laris 

Kartasura. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan 

literatur atau referensi, dan menambah khazanah pengetahuan di bidang 

hukum Islam tentang sistem pengupahan karyawan pada karyawan part 

time bagi kalangan intelektual, akademisi, praktisi dan masyarakat 

umum. Dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi yang 

tertarik meneliti masalah serupa dan penelitian selanjutnya mampu 

menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini. 
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2. Secara praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman mengenai pemberian upah karyawan part time yang sesuai 

dengan hukum Islam, sehingga dapat tercipta lingkungan usaha yang 

baik sesuai dengan syariat Islam. 

E. Kerangka Teori 

1. Gambaran Umum Tentang Ijarah 

Kata ijarah secara bahasa berarti al-ajru, yaitu “imbalan 

terhadap suatu pekerjaan” (al-jazau „alal „amal) dan “pahala” (tsawab). 

Dalam bentuk lain, kata ijarah juga bisa dikatakan sebagai nama bagi al-

ujrah yang berarti upah atas sewa (al-kara-a). Selain itu, arti kebahasaan 

lain dari al-ajru adalah “ganti” (al-„iwadh), baik ganti itu diterima 

dengan didahului oleh akad atau tidak.
14

 

Dalam mengartikan ijarah ini, terdapat perbedaan. Beberapa 

menyebut ijarah sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yaitu 

mengambil manfaat dari tenaga manusia, ada pula yang mengartikan 

sewa menyewa, yaitu mengambil manfaat dari suatu barang, kedua 

pendapat tersebut adalah benar. Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa 

ijarah adalah “menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah 

manfaat bukan bendanya.”
15

 

Dalam bukunya, Imam Mustafa menyebutkan Taqi al-Din al- 

Nabhani mendefinisikan ijārah sebagai kepemilikan jasa dari seseorang 

                                                           
14

 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 

Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 150. 

15
 Rachmat Syafei, Fiqih Mu‟amalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 122 
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yang disebut ajir (orang yang disewa tenaganya) oleh seorang musta‟jir 

(orang yang menyewa tenaga), serta kepemilikan harta dari musta‟jir, 

dimana ijārah merupakan transaksi terhadap jasa, namun dengan disertai 

kompensasi (upah).
16

 

Dalam bukunya yang berjudul “Penerapan Hukum Perjanjian 

dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah” Fathurrahman Djamil 

mendefinisikan ijarah sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat 

tersebut dapat berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula didapat 

melalui manfaat dari suatu barang atau benda. Kemudian, manfaat dari 

jasa dan barang tersebut dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu.17 

Pada jasa tenaga kerja, disyaratkan kejelasan karakteristik jasa yang 

diakadkan dan berlaku hukum harga/upah.18 

Menurut mayoritas ulama, ketentuan dalam rukun ijarah adalah 

sebagai berikut:
19

 

a. Pelaku akad (mu‟ajir dan musta‟jir) 

b. Shighat 

c. Objek akad sewa manfaat atau sewa jasa 

 

                                                           
16

 Imam Mustafa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 

102. 

17
 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 

Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 151. 

18
 Ibid., hlm. 155 

19
 Ibid., hlm. 153 



12 
 

 

Sedangkan syarat-syarat dari ijarah yaitu:
20

 

a. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk 

melakukan akad ijarah. 

b. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara rinci, agar 

tidak terjadi perselisihan di kemudian hari 

c. Penyewa barang berhak memanfaatkan barang yang disewa, baik 

untuk diri sendiri maupun untuk disewakan atau dipinjamkan kepada 

orang lain. 

d. Objek ijarah dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain (ijarah „ala 

al-„amal), bukanlah suatu kewajiban individual (fardu „ain) seperti 

shalat atau puasa 

e. Objek ijarah dalam bentuk barang haruslah sesuatu yang dapat 

disewakan 

f. Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu, dan bernilai. 

2. Gambaran Umum Tentang Upah 

Pengertian upah menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan 

dalam pasal 1 (ayat 1) No. 13 Tahun 2003, upah adalah hak 

pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 

imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 

ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh 

                                                           
20

 Ibid., hlm. 154 
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dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan 

dilakukan.21 

Dalam khazanah fiqh klasik, konsep yang bersentuhan langsung 

dengan masalah fiqh pengupahan adalah konsep hukum sewa menyewa. 

Konsep sewa menyewa dibagi menjadi dua, sewa menyewa dalam 

bentuk barang (ijarah al-„Ain) objeknya adalah manfaat dari benda dan 

sewa menyewa dalam bentuk pekerjaan yang melahirkan konsep upah 

mengupah (ijarah al-A‟Mal).22 

Didalam hukum Islam, upah diklasifikasikan menjadi dua, 

yaitu:23 

a. Upah yang telah disebutkan, yakni upah yang disebutkan pada saat 

akan transaksi. 

b. Upah yang sepadan, adalah upah yang sepadan dengan pekerjaan, 

kondisi pekerjaan, dan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan 

suatu pekerjaan. 

Dalam bukunya yang berjudul Fiqih Muamalah, Rachmat 

Syafei menjelaskan tentang hukum upah mengupah yang terbagi menjadi 

dua, antara lain:24 

                                                           
21

 Undang-undang Ketenagakerjaan, diakses pada tanggal 31 Agustus 2019, pukul 11.30 

WIB. 

22
 Ridwan, Fiqih Perubahan, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007), hlm. 3-4. 

23
 Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, terj. Redaksi Al-Azhar, cet. Ke 2 

(Bogor:Al-AzharPress, 2010), hlm. 129. 

24
 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 133. 
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a. Ijarah Khusus, yaitu ijarah yang dilakukan oleh seseorang yang 

disewa tenaga atau keahliannya dalam hal ini adalah seorang 

pekerja, hukumnya tidak boleh bekerja selain kepada orang yang 

telah menyewa dan memberinya upah. 

b. Ijarah Musytarik, yaitu ijarah yang bersifat umum maksudnya 

pekerjaan atau jasa yang disewakan atau diambil manfaatnya oleh 

banyak penyewa. Hukumnya boleh dilakukan secara bersama-sama 

atau melalui kerja sama. 

Walaupun belum ada undang-undang yang secara jelas dan 

tegas dalam mengatur upah dari pekerja paruh waktu ini, namun dalam 

jurnal yang disusun oleh Disi Riwanda Rabbani diungkapkan bahwa 

penghitungan upah bagi pekerja paruh waktu dapat dilakukan secara 

proporsional sesuai jam kerja, perbandingannya adalah UMK bagi 

pekerja dengan jam kerja normal. Kemudian, pekerja paruh waktu dan 

sampingan bisa memperoleh upah lebih tinggi dari UMK apabila jenis 

pekerjaannya bersifat penting dan fatal. Besaran upah pekerja paruh 

waktu tergantung pada kesepakatan yang dicantumkan dalam 

perjanjian.25 

 

 

 

                                                           
25

 Disi Riwanda Rabbani, Kerja Layak Bagi Mahasiswa Pekerja Kontrak Paruh Waktu 

(Garda Depan) di PT. Aseli Dagadu Djokdja,” Jurnal Studi Pemuda, (Universitas Gajah Mada)Vol. 

6 Nomor 2, 2017, hlm. 612. 
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F. Telaah Pustaka 

Penelitian yang secara khusus membahas tentang sistem pengupahan 

karyawan part time di counter makanan, sejauh ini belum pernah dilakukan. 

Namun, penelitian serupa yang mengangkat judul, obyek, dan subjek yang 

bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini terdapat 

beberapa yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian 

ini, dan akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu, sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rafiuddin (2017) yang berjudul “Sistem 

Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada CV. 

Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota 

Makassar)”. Dalam skripsinya tersebut, Rafiuddin menyatakan bahwa 

praktik sistem pengupahan karyawan pada CV tersebut belum sesuai 

dengan ruang lingkup pandangan Islam terkait waktu pemberian 

upahnya, serta CV tersebut tidak menggunakan konsep adil karena tidak 

ada perbedaan upah antar karyawan yang memiliki tanggung jawab lebih 

besar dengan karyawan biasa. Namun, untuk penetapan jumlah upah 

sudah dikategorikan layak dan sesuai dengan anjuran dalam Islam. 26  Di 

dalam skripsi yang ditulis oleh Rafiuddin ini memberikan perbedaan 

mendasar dimana penulis akan meneliti karyawan part time yang 

mempunyai sistem pengupahan yang berbeda dengan karyawan tetap di 

suatu perusahaan CV. 

                                                           
26

 Rafiuddin, “Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (StudiKasuspada 

CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar)”, Jurusan 

Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (Makassar, 2017). 
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2. Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah 

Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur 

Kabupaten Banyuasin” oleh Lahuda. Dalam hasil penelitiannya tersebut 

Lahuda berkesimpulan bahwa praktek pengupahan buruh tani dengan 

sistem 8:1 yang dilakukan di desa Semuntul tersebut sudah menjadi 

tradisi turun temurun, maka para buruh tidak merasa terpaksa dan tidak 

ada unsur paksaan, sehingga sistem pengupahan 8:1 ini diperbolehkan 

dalam hukum Islam. 27 Dalam skripsinya, Lahuda memaparkan tentang 

sistem pengupahan pada buruh panen padi, sedangkan penelitian penulis 

berobjek pada karyawan part time dan menggunakan sistem perhitungan 

upah yang berbeda. 

3. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem 

Pembayaran Upah Pada Karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsut 

Kabupaten Temanggung” oleh Fitri Handayani Ningsih. Dalam 

skripsinya ia menemukan adanya praktek pengupahan dengan sistem 

upah gantungan, yaitu dimana pembayaran upah dibayarkan dengan 

senggang 10 hari dari tanggal pembayaran upah dalam perjanjian, 

sehingga menimbulkan keterlambatan pembayaran upah karyawan. 28 

Perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis teliti 

                                                           
27

 Lahuda, “Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi 

Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin”, Jurusan Muamalah 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, (Palembang, 2017). 

28
 Fitri Handayani Ningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah 

Pada Karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsut Kabupaten Temanggung”, Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, (Salatiga, 2018)  



17 
 

 

yaitu, skripsi ini memaparkan sistem pengupahan karyawan pada sebuah 

CV yang mempunyai kurang lebih 650 karyawan. Sedangkan penulis 

akan memaparkan sistem pengupahan karyawan part time yang hanya 

mempunyai kurang lebih 2 karyawan saja. Dalam skripsi ini juga 

memfokuskan pada respon karyawan CV tersebut mengenai sistem upah 

gantungan, sedangkan penulis akan memfokuskan penelitian ini kepada 

sistem pengupahan karyawan part time dalam perspektif akad Ijarah. 

4. Selanjutnya skripsi dengan judul “Sistem Pengupahan Karyawan CV 

Garuda Mulia Perkasa Dalam Perspektif Ijarah” oleh Astri Nur 

Khasanah. Dalam skripsinya, Astri Nur Khasanah mengungkapkan 

bahwa CV Garuda Mulia perkasa ini tidak melakukan perjanjian atau 

kesepakatan dengan pihak karyawan untuk menetapkan jumlah upah. 29 

Jumlah besaran upah ini hanya ditentukan sepihak oleh pihak 

perusahaan. Astri mengambil objek penelitiannya di CV Garuda Mulia, 

sedangkan penulis memilih objek penelitiannya di counter banana nugget 

De BANANAS. 

5. Selain skripsi penulis juga mencantumkan jurnal sebagai bahan 

pertimbangan, seperti jurnal dengan judul “Upah Berkeadilan Ditinjau 

Dari Perspekif Islam” yang ditulis oleh Armansyah Walimah. Dalam 

jurnalnya, Armansyah Walimah menyebutkan bahwa pengusaha 

diperintahkan agar memperlakukan pekerja seperti keluarganya sendiri 

                                                           
29

 Astri Nur Khasanah, “Sistem Pengupahan Karyawan  CV Garuda Mulia Perkasa 

Dalam Perspektif Ijarah”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  Institut Agama Islam Negeri 

Surakarta, (Surakarta, 2018)  
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yang harus dipenuhi kebutuhannya, sebab yang harus ditekankan adalah 

sikap Ta‟awun serta tidak dirugikan maupun merugikan orang lain. 30 

Jurnal ini memfokuskan pada prinsip keadilan dalam upah mengupah 

dari perspektif Islam secara luas, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan penulis berfokus pada sistem pengupahan karyawan part time 

ditinjau dengan akad Ijarah. 

6. Kemudian ada pula jurnal yang mengusung tema serupa, yaitu “Kerja 

Layak Bagi Mahasiswa Pekerja Kontrak Paruh Waktu (Garda Depan) Di 

PT. Aseli Dagadu Djokdja” yang ditulis oleh Disi Riwanda Rabbani. 

Dalam jurnalnya ia berkesimpulan  bahwa perusahaan tersebut telah 

melakukan berbagai upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang 

layak bagi Garda Depan. Namun, tanpa adanya peraturan yang jelas 

menimbulkan upaya-upaya ini hanyalah berdasarkan standar kelayakan 

menurut persepsi perusahaan saja. Tanpa adanya peraturan perundang-

undangan legal yang jelas dan tegas dalam mengatur pekerjaan paruh 

waktu seperti waktu kerja, kontrak kerja, hingga standar upah ini 

menimbulkan kerentanan diskriminasi pada karyawan part time. 31 Untuk 

jurnal yang ditulis oleh Disi Riwanda Rabbani tersebut, kami sama-sama 

membahas tentang karyawan paruh waktu atau part time. Namun, penulis 

                                                           
30

 Armansyah Walimah, “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam”, Jurnal Bisnis 

dan Manajemen Islam, (Universitas Islam Negeri Raden Fatah) Vol. 5 Nomor 2, (Palembang: 

2017) 

31
 Disi Riwanda Rabbani, “Kerja Layak Bagi Mahasiswa Pekerja Kontrak Paruh Waktu 

(Garda Depan) di PT. Aseli Dagadu Djokdja,” Jurnal Studi Pemuda, (Universitas Gajah Mada)Vol. 

6 Nomor 2, (Yogyakarta: 2017) 
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menggunakan hukum Islam yaitu akad Ijarah sebagai acuan dalam 

penelitiannya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Disi 

menggunakan undang-undang hukum konvensional. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian dibedakan menjadi penelitian kualitatif (literer dan 

lapangan) dan penelitian kuantitatif. Metode yang akan penulis guankan 

dalam penelitan ini adalah metode kualitatif lapangan. deskriptif.  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati.
32

 Sedangkan penelitian deskriptif dianalisis 

hanya sampai pada taraf mendiskripsikan dari data-data yang diperoleh pada 

saat melakukan pengamatan serta wawancara. Menganalisis dan menyajikan 

fakta-fakta secara berurutan sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan 

disimpulkan.
33

 

Metode kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak disentuh oleh 

penafsiran atau berbagai penambahan dan pengurangan. Semua gejala sebagai 

data digambarkan secara jelas dan apa adanya.34 Metode penelitan deskriptif 

dipergunakan untuk menggambarkan berbagai fenomena dan fakta yang 

terjadi dalam kehidupan sosial secara mendalam.35 Jenis metode ini dianggap 

                                                           
32

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2012), hlm. 4. 

33
 Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 6. 

34
 Ibid., hlm. 91. 

35
 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 90 
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relevan untuk memahami fenomena sosial (tindakan manusia). 

Pendeskripsian penelitan ini berdasarkan data yang akan diperoleh di counter 

Banana Nugget De BANANAS. 

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, perlu adanya metode dan 

prosedur penelitian yang baik dan benar, sehingga dapat mempermudah 

penulis dalam memperoleh data yang kemudian akan dianalisis dan diuji 

kebenarannya. Penelitian ini difokuskan pada sistem pengupahan karyawan di 

counter De BANANAS di laris Kartasura dalam perspektif akad ijarah. 

Untuk mencapai maksud tersebut, maka penulis menggunakan metode dan 

prosedur sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dari skripsi ini adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mengamati 

fenomena yang terjadi dilapangan dalam keadaan alamiah.36 Jenis 

pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, untuk menyelidiki dan 

menganalisis suatu kasus secara mendalam. Kasus yang diteliti biasanya 

peristiwa, aktivitas, program, atau proses yang melibatkan individu atau 

kelompok. Suatu kasus selalu terjadi dalam konteks yang spesifik, artinya 

pada waktu tertentu di tempat tertentu. Proses pengumpulan data studi 

kasus juga dilakukan dalam periode waktu yang spesifik. 

Untuk menentukan subjek dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan 
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 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2012), hlm. 26. 
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suatu teknik pengambilan sampel non-random, teknik penentuan 

sampelnya dilakukan dengan cara memilih sampel dari populasi yang 

sesuai kebutuhan peneliti (tujuan atau masalah dalam penelitian).
37

 Yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu owner De BANANAS dan 

kedua karyawan yang bekerja di De BANANAS.  

2. Sumber Data 

Penelitian ini akan menggunakan dua sumber data, yaitu data 

primer dan sekunder. 

a. Data primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek 

penelitian.
38

 Data tersebut akan diperoleh melalui wawancara dengan 

pemilik counter De BANANAS dan kedua karyawannya. 

b. Data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai pendukung 

penelitian, data sekunder merupakan pendukung dan pelengkap dari 

data primer.
39

 Sumber data sekunder ini meliputi data tertulis berupa 

dokumen pribadi, buku-buku, jurnal, brosur, dan dokumen resmi yang 

berkaitan dengan masalah teoritis dalam penelitian ini.
40

 Dalam hal ini 

sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu seperti buku-

buku baku tentang ijarah, sistem pengupahan dalam hukum Islam, 

karya ilmiah, jurnal, dan dokumen-dokumen resmi lainnya. 
                                                           

37 Nursalam, Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pedoman 

Skripsi, Tesis, dan Instrumen Penelitian Keperawatan Edisi 2, (Jakarta: Salemba Medika, 2008), 

hlm. 94. 

38
 Taliziduhu Ndara, Research: Teori, Metodologi, Administrasi, (Jakarta: PT Bina 

Aksara, 1985), hlm. 60. 

39
 Ibid., hlm. 60. 

40
 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91. 
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3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di counter De BANANAS Laris 

Swalayan Kartasura di Jl. Adi Sumarmo, Dusun I, Kartasura, Kabupaten 

Sukoharjo, Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih karena belum ada yang 

melakukan penelitian dari segi subjek maupun objeknya. Penelitian ini 

dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Juni 2020. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam 

penyusunan skripsi ini antara lain: 

a. Interview (wawancara) 

Wawancara adalah komunikasi dua arah dengan maksud 

tertentu dan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) sebagai pihak yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.
41

 

Wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini 

termasuk dalam kategori wawancara terbuka, dimana terdiri dari 

beberapa pertanyaan yang sedemikian rupa sehingga tidak membatasi 

informan atau narasumber hanya dengan jawaban “ya” atau “tidak”, 

tetapi dapat memberikan keterangan-keterangan dan cerita-cerita 
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panjang.42 Pemilihan teknik wawancara diharapkan dapat digunakan 

untuk mencukupi data bagi penelitian ini. 

Dalam hal ini, informan atau narasumber yang dipilih oleh 

penulis adalah ibu Nanny Wijayati selaku pemilik usaha dan dua 

karyawan di De BANANAS Nugget yaitu mbak Nurul sebagai 

karyawan pertama di De BANANAS dan merangkap sebagai bagian 

produksi dan saudari Ika selaku karyawan dan merangkap bagian 

pembukuan dan penghitungan upah karyawan. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 

mencari data yang berkaitan dengan variabel atau hal-hal yang berupa 

catatan transkrip, buku-buku, surat kabar, dan sebagainya, yang 

berhubungan dan mempunyai relevansi dengan masalah-masalah yang 

diteliti.
43

 Dalam hal ini penulis akan mengambil data dokumentasi dari 

rekapitulasi penghitungan upah karyawan di counter De BANANAS 

dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. 

5. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan data-data yang lain, 
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 Koetjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 1997), hlm. 140. 
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sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada 

orang lain.44 

Setelah data-data yang diperoleh dirasa cukup, maka langkah 

selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif digunakan untuk 

menarik kesimpulan dari sebuah pengetahuan yang bersifat umum dengan 

kebenaran yang telah diakui yakni “akad ijarah”, kemudian ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus yaitu “praktik pengupahan karyawan part 

time”. Dalam hal ini akan digambarkan mengenai sistem pengupahan 

dalam akad ijarah secara umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan 

khusus dari analisa data-data yang telah terkumpul. 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan hasil skripsi ini, akan diuraikan kedalam 

lima bab dan akan disusun secara berurutan agar lebih mudah dipahami dan 

memberikan gambaran yang komprehensif  kepada pembaca, adapun 

rinciannya adalah sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

teori, tinjauan pustaka, metode penelitan, dan sistematika penulisan. 

Bab kedua akan mengurai tentang teori-teori yang akan digunakan 

untuk menganalisis penelitian ini, diantarnya teori tentang akad yang meliputi 

pengertian, asas-asas dalam berakad, rukun, syarat-syarat, hak dan kewajiban 
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pekerja, serta pembatalan akad. Kemudian teori ijarah yang meliputi 

pengertian dan macam-macam ijarah, serta landasan hukum ijarah. Terakhir 

berisi teori upah yang meliputi pengertian upah, macam dan jenis upah, dan 

sistem pengupahan dalam Islam. 

Bab ketiga membahas tentang sistem pengupahan karyawan pada 

counter De BANANAS Nugget di swalayan laris Kartasura. Pada bab ini 

akan diuraikan kedalam tiga sub bab pembahasan sebagai berikut: pertama, 

tentang sejarah dan ruang lingkup usaha. Kedua, uraian tugas, 

tanggungjawab, dan jam kerja karyawan. Ketiga, pelaksanaan sistem 

pengupahan di De BANANAS. 

Bab keempat berisi uraian tentang analisis data penelitian. Bab ini 

berisi tentang analisis praktik pengupahan karyawan di counter De 

BANANAS Nugget terhadap perspektif akad ijarah. 

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari pembahasan 

penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran. 
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BAB II 

TINJAUAN TENTANG AKAD DAN IJARAH 

A. Akad 

1. Pengertian Akad 

Terdapat dua istilah dalam  Al-Quran yang berhubungan dengan 

perjanjian, yaitu al-„aqdu (akad) dan al-„ahdu (janji). ...Terdapat kata al-

„aqdu dalam QS. Al-Maaidah (5): 1, bahwa manusia diminta untuk 

memenuhi akadnya. Menurut Fathurrahman Djamil sebagaimana dikutip 

oleh Gemala Dewi bahwa istilah al-„aqdu dapat disamakan dengan istilah 

verbintenis dalam KUHP. ...Sedangkan istilah al-„ahdu terdapat dalam 

QS. Ali Imran (3) : 76,
1
 yaitu “(bukan demikian) sebenarnya siapa yang 

menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertakwa.”
2
 

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad di 

definisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk 

melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
3
 

Menurut para ahli Hukum Islam (jumhur ulama), akad dapat 

didefinisikan secara umum dan khusus. Menurut Syafi‟iyah, Malikiyah 

dan Hanafiyah secara umum mendefinisikan akad sebagai segala sesuatu 

yang dilakukan seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti 

                                                           
1
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wakaf dan talak atau sesuatu yang menimbulkan kesepakatan pada kedua 

belah pihak seperti jual beli dan gadai. Sedangkan, secara khusus akad 

didefinisikan sebagai perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul 

berdasarkan ketentuan syara‟ yang berdampak pada objeknya atau 

menghubungkan ucapan salah satu pihak yang berakad dengan yang 

lainnya sesuai syara‟ dan berdampak pada objeknya.
4
 

Menurut Hendi Suhendi sebagaimana dikutip oleh Qomarul Huda 

mengungkapkan bahwa akad adalah berkumpulnya serah terima diantara 

dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.
5
 

Menurut Ahmad Azhar Basyir sebagaimana dikutip oleh Mardani, akad 

didefinisikan sebagai suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara 

yang dibenarkan dan menetapkan akibat hukum pada objeknya.
6
 

2. Asas-asas Dalam Berakad 

Asas merupakan prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman 

dalam melakukan sebuah akad. Asas-asas tersebut bersifat saling 

berkaitan sehingga tidak akan sah dan dapat dibatalkan suatu akad 

apabila tidak memenuhi salah satu atau beberapa asas tersebut. 
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Asas-asas yang harus dipenuhi dalam berakad tersebut antara lain: 

a. Kebebasan (Al-Hurriyah) 

Asas kebebasan merupakan prinsip dasar dari sebuah akad 

atau perjanjian. Pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan 

untuk membuat perjanjian, termasuk menentukan isi atau materi, 

mulai pelaksanaan, syarat-syarat, dengan siapapun, tertulis maupun 

tidak tertulis, serta menetapkan cara-cara penyelesaian masalah 

apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Asas kebebasan ini 

dibenarkan selama tidak menyimpang dari ketentuan syariah Islam.
7
 

Asas kebebasan ini di dalam KUH Perdata disebut dengan 

asas kebebasan berkontrak dan asas kepastian hukum (pacta sunt 

servanda). Asas ini menyebutkan bahwa, semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak 

yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata).
8
 

b. Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musawah) 

Maksud dari asas tersebut adalah kedua belah pihak yang 

berakad mempunyai kedudukan yang sama atau setara. Dalam 

menentukan hak dan kewajiban, para pihak yang berakad harus 

berlandaskan asas persamaan atau kesetaraan tersebut. 
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c. Keadilan (Al-‘Adalah) 

Asas keadilan berkaitan erat dengan asas persamaan. 

Keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah para pihak yang 

berakad dituntut untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing 

sesuai ketentuan akad yang telah disepakati dan menghindari segala 

bentuk kezaliman. 

d. Kerelaan atau Konsesualisme (Al-Ridhaiyyah) 

Asas ini menyatakan bahwa, segala transaksi yang dilakukan 

harus didasari kerelaan dari masing-masing pihak. Bentuk kerelaan 

dari para pihak tersebut telah terwujud pada saat terjadinya kata 

sepakat tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.
9
 

Dasar dari asas kerelaan ialah surat An-Nisa‟ ayat 29 : 

وامَْ َاْلََااالْْ َّْا ذَِٓيٰآَ َأْاَلْوْآََّاّنَااّاَمَْ َيهانهَ  عاَ َتهاراّضَاّنهَتامْاَناَتِْااراةَ يُّهَاااَّذِيْيَُّ اَّٰناوهْاََّا ا
اَ الَااناَيْمَْ َراحْنَم  ََّْۗنذَِّللّٰٰ َتهاقَتهْوْآََّاّنهَفْسامَْ  وَمَْ ََۗواا ا  ٩٢ -نْٰ

Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil,kecuali denngan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu. 

Dalam ayat tersebut, dinyatakan bahwa segala transaksi yang 

dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan dari 

masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, dan 
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penipuan.
10

 apabila dalam sebuah transaksi asas tersebut tidak 

terpenuhi, maka sama saja dengan memakan sesuatu dengan cara 

yang batil.
11

 

Dalam KUH Perdata, asas ini disebut dengan asas 

konsensualisme atau konsensuil. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata 

mengenai syarat sahnya perjanjian, dan merupakan penjabaran lebih 

lanjut dari asas kebebasan berkontrak. Asas konsensualisme ini 

menyatakan bahwa perjanjian lahir pada saat tercapainya sebuah 

kesepakatan.
12

 

Namun, adakalanya ketentuan perundang-undangan 

menetapkan formalitas, seperti harus dibuat secara tertulis atau akta 

notaril dengan tetentuan perjanjian tidak sah apabila syarat formil 

tidak terpenuhi.
13

 

e. Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidq) 

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh umat 

manusia dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam 

bermuamalah. Sebab, Islam telah melarang perbuatan dzolim 

termasuk kebohongan dan penipuan. Sehingga, dalam berakad 

hendaklah berlaku jujur dan menyampaikan kebenaran. 
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Jika asas kejujuran ini tidak diterapkan, maka akan merusak 

legalitas perikatan tersebut. Selain itu, apabila terdapat ketidak 

jujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara 

para pihak.
14

 

f. Kemanfaatan (Al-Manfaat) 

Yang dimaksud akad kemanfaatan yaitu akad yang dilakukan 

oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi 

mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau 

keadaan memberatkan (masyaqqah).
15

 

g. Tertulis (Al-Kitabah) 

Dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 282-283, disebutkan 

bahwa Allah SWT meganjurkan, hendaklah suatu perikatan 

dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan 

tanggung jawab individu yang melakukan perikatan,  dan yang 

menjadi saksi.
16

 

3. Rukun Dalam Berakad 

Suatu petunjuk yang berhubungan dengan hukum akan menjadi 

jelas sah apabila dalam melakukan transakasinya memenuhi rukun dan 
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syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam, demikian juga halnya 

ijarah. Rukun yang harus dipenuhi, yaitu:
17

 

a. Pihak-pihak yang berakad (musta‟jir dan ajir) 

b. Ijab dan qabul (Sighat) 

c. Upah (ujrah) 

d. Manfaat. 

Dalam KHES Pasal 22 menyebutkan, rukun akad empat, yaitu: 

a. Pihak-phak yang berakad 

b. Objek akad 

c. Tujuan pokok akad 

d. Kesepakatan 

menurut mazhab Hanafi, rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab
18

dan 

kabul
19

, yaitu pernyataan dari para pihak yang berakad.
20

 

4. Syarat-syarat Dalam Berakad 

Ketika melakukan sebuah akad, ada beberapa syarat yang 

ditentukan oleh syara‟ dan wajib dipenuhi, syarat-syarat terjadinya akad 

tersebut terbagi menjadi dua macam: 

a. Syrat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib 

dipenuhi dalam berakad. 

                                                           
17
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b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wajib 

ada dalam sebagian akad, syarat khusus disebut juga tambahan 

(idhafi). 

Dalam KUH Perdata disebutkan ada empat syarat sahnya 

perjanjian, yaitu:
21

 

a. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri 

b. Kecakapan dalam membuat perikatan 

c. Suatu hal tertentu 

d. Suatu sebab yang halal atau tidak dilarang. 

Menurut mazhab Hanafi, syarat akad ada dua yaitu subjek akad 

(al-„aqidaini) dan objek akad (mahal al-„aqd). 

5. Hak dan Kewajiban Pekerja 

Hak dan kewajiban merupakan dua sisi yang saling bertimbal 

balik dalam sebuah transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban 

dari pihak lainnya, begitu pula sebaliknya.
22

 Hak dan kewajiban pekerja 

dalam Islam yaitu: 

a. Hak bekerja, 

b. Hak memperoleh upah, 

c. Hak cuti dan keringanan pekerjaan, 

d. Hak memperoleh jaminan dan perlindungan 
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6. Pembatalan dan Berakhirnya Akad 

Pemutusan (fasakh) kontrak maksudnya adalah “melepaskan 

ikatan akad” atau “menghilangkan atau menghapuskan hukum akad 

secara keseluruha seakan-akan akad tidak pernah terjadi.”
23

 Secara 

toritis, konsep mengakhiri akad dalam fiqh, mengikuti perkembangan 

zaman, kini mulai bergeser paradigmanya dari bentuk akad yang ghayr 

lazim menjadi akad lazim sehingga dalam mengakhiri akad harus 

mendapat persetujuan dari pihak lainnya.
24

 

Terkait iqalah,
25

 para ulama mensyaratkan bahwa: iqalah harus 

berdasarkan kerelaan kedua belah pihak, serah terima objek akad ketika 

pelaksanaan iqlah, iqalah mengacu kepada pengertian fasakh, objek yang 

diperjual belikan masih utuh.
26

 

B. Ijarah 

1. Pengertian Ijarah 

Dalam mengartikan ijarah ini, terdapat perbedaan.Beberapa 

menyebut ijarah sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yaitu 

mengambil manfaat dari tenaga manusia, ada pula yang mengartikan 

sewa menyewa, yaitu mengambil manfaat dari suatu barang, kedua 
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pendapat tersebut adalah benar. Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa 

ijarah adalah “menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah 

manfaat bukan bendanya.”
27

 

Secara etimilogi, ijarah adalah bentuk masdar dari kata ajara-

ya‟jiru, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan.Al-

ajru berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. Al-ajru makna 

dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun yang 

bersifat immateri.
28

 

Dalam bukunya, Imam Mustafa menyebutkan Taqi al-Din al- 

Nabhani mendefinisikan ijarah sebagai kepemilikan jasa dari seseorang 

yang disebut ajir (orang yang disewa tenaganya) oleh seorang musta‟jir 

(orang yang menyewa tenaga), serta kepemilikan harta dari musta‟jir, 

dimana ijārah merupakan transaksi terhadap jasa, namun dengan disertai 

kompensasi (upah).
29

 

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa, al- ijārah 

berasal dari kata al-ajru ( upah ), al ajru berarti upah atau imbalan untuk 

sebuah pekerjaan. Sehingga ijārah atau al-ajru adalah suatu jenis akad 

untuk mengambil manfaat dalam sebuah transaksi sewa-menyewa 
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tenaga/jasa manusia ataupun barang dengan membayar imbalan atau 

kompensasi tertentu.
30

 

2. Macam-macam Ijarah 

Berdasarkan definisi diatas, Ijarah dibagi menjadi 2 macam: 

a. Ijarah atas manfaat (ijarah „ala al-manafi‟), disebut juga sewa-

menyewa. Objek dari akad ijarah tersebut ialah manfaat, seperti 

menyewakan rumah untuk ditinggali, mobil untuk dikendarai, dan 

lain sebagainya. Tidak diperbolehkan memanfaatkan objek tersebut 

untuk kepentingan yang dilarang oleh syara‟.
31

 

Namun, ada akad ijarah „ala al-manafi‟ yang harus diperinci, 

yaitu:
32

 

1) Akad sewa tanah untuk ditanami atau didirikan suatu bangunan. 

Tujuan dari akadini harus dijelaskan secara rinci, misalkan 

akadnya untuk ditanami, maka harus disebutkan jenis 

tanamannya, kecuali pemilik tanah (mu‟jir) mengizinkan tanah 

yang disewakan ditanami apasaja oleh penyewa (musta‟jir). 

2) Akad sewa hewan untuk diambil manfaatnya. Hewan dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan, untuk menghindari 

terjadinya sengketa di kemudian hari, maka pada saat akad harus 
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disertai penjelasan akan digunakan untuk angkutan atau 

kendaraan dan juga masa penggunaan manfaat hewan tersebut. 

b. Ijarah jasa atau pekerjaan (ijarah„ala al-„amaal), akad dari ijarah 

tersebut berkaitan erat dengan upah mengupah, seperti pada 

pembangunan gedung atau menjahit pakaian.
33

 Akad ijarah ini 

digunakan untuk memperoleh jasa dari seorang pekerja dengan 

membayar upah. Pengguna jasa disebut musta‟jir dan pekerja atau 

buruh disebut ajir.
34

 

Dalam hal ini pekerja atau buruh (ajir) dibagi menjadi dua 

macam, yaitu:
35

 

1) Ajir khass, yaitu pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan 

secara individual dalam waktu tertentu, seperti supir dan  

pembantu rumah tangga.
36

 Empat ulama madzhab sepakat, 

bahwa ajir khass (pekerja khusus) tersebut tidak bertanggung 

jawab apabila terjadi kerusakan atau hilangnya sesuatu saat ia 

bekerja, selama itu bukan kelalaiannya.
37
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2) Ajir musytarik, yaitu seseorang yang bekerja dengan berprofesi 

tanpa terikat dengan orang tertentu. Ia mendapatkan upah atas 

profesinya, contohnya pengacara dan konsultan.
38

 

3. Dasar Hukum Ijarah 

Ijarah yang berupa sewa-menyewa maupun upah-mengupah 

merupakan bentuk transaksi muamalah yang telah disyariatkan dalam 

Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah apabila dilakukan sesuai 

dengan ketetapan dalam Islam. Beberapa ayat dalam alquran 

memperbolehkan akad ijarah secara tersurat.
39

 Selain dalam alquran 

terdapat pula beberapa hadits yang dapat dijadikan landasan untuk akad 

ijarah. 

1. Landasan Alquran 

a. QS. Al-Baqarah (2) ayat 233 

هههههتْ َواإْنََأارادتَََُّأانَ... هههههوذِمَتْ َنذِهههههآَ اّتهانهَ اُ واهههههاساَعاواهههههنَمَْ َإْياَّ ُْ َ َأاوَاَٰهههههاالَْ َحاهههههيا
ْ۟آّْ تاسَتهارَضْههههه

وهْهههههههههههههاناَياْ هههههههههههههه رَ َ۟ما ْ اههههههههههههههاَتها َأانذَِ للّذِاَ وا عَوامْههههههههههههههآّْ َ للّذِاَ َ۟رْواََْۗوا تهذِقْههههههههههههههاّْ  (٩٢٢)َيهْههههههههههههه ََما

 

Artinya: 

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka 

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 

menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
40 
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa, diperbolehkan bagi 

seseorang untuk menyusukan anak mereka kepada perempuan 

lain, dengan syarat perempuan tersebut harus diberikan imbalan 

atas jasanya sesuai dengan pekerjaannya. Sehingga terjamin 

kesejahteraan anak mereka maupun perempuan yang 

menyusuinya.
41

 

b. QS. At-talaq (65) ayat 6 

َاَمَْ َ... َ۟ ا َأارَضا َحاإْنَ َحَاَوااْ ذَِۚ َ۟ ا َيُّاضا َحاتَّذِٰ َعاوانَاْ ذِ َحاأانَفْقْاّ َحَاٍَ  تْ َأوْا ا لَْ ذِ واإْنَ
رَتََُّْ اُ ا۟ا وامَْ َْ اَ۟رْواٍََۖواإْنََتها رْوَّيهانهَ ُْاراهْ ذََِۖواأَتَاْ تهْرَضْْ َاَْ َأْرَرا َٰحاآتاْهْ ذَِأْ  َحاسا

Artinya:  

... Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang 

hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 

bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu 

untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; 

dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untuknya.
42

 

Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan bahwa kewajiban 

seorang ayah adalah memberikan upah kepada perempuan yang 

telah menyusui anaknya hanya menurut kemampuannya, sehingga 

andaikata ayah tersebut hanya mampu untuk memberi makan saja 

karena rejekinya disempitkan, maka hanya itulah yang menjadi 

kewajibannya. Allah tidak akan membiarkan hambanya memikul 
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beban melainkan sekedar apa yang diberikan Allah kepadanya 

sesuai kemampuannya.
43

 

2. Landasan Hadits 

 

Artinya: 

Dari Abi Said al Khudri ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: 

“Barang siapa memperkerjakan seorang pekerja harus disebutkan 

upahnya”. (H.R Abdur Razak sanadnya terputus dan al Baihaqi 

menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah) kitab Bulughul 

Maram dan Ibnatul Ahkam.
44

 

Dalam hadits tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, 

sebelum pekerja mulai melakukan pekerjaanya, hendaklah terlebih 

dahulu majikan memberikan informasi tentang besaran upah yang 

akan diterima oleh pekerja tersebut. Sehingga dengan adanya 

informasi besaran upah yang akan diterimanya, diharapkan dapat 

memberikan dorongan semangat untuk bekerja dan para pekerja 

akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak 

kerja dengan majikan. 
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C. Upah 

1. Pengertian Upah 

Menurut Fiqih Mu‟amalah upah disebut juga dengan ijarah. Al-

Ijarah berasal dari kata al-ajru arti menurut bahasanya ialah al-„iwadh 

yang berarti  ganti.
45

 Dengan begitu, lafadz al-„iwadh (pahala) bisa 

dikaitkan dengan upah, mengingat al-„iwadh (pahala) merupakan 

imbalan atas perbuatan baik.
46

 

Sedangkan definisi upah menurut Undang-Undang No. 13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang 

berbunyi: 

”Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan 

dinyatakandalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha 

ataupemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan 

dandibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, 

atauperaturan perundang-undangan, termasuk tunjangan 

bagipekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan 

dan/ataujasa yang telah atau akan dilakukan”
47

 

 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat kita simpulkan bahwa 

upah-mengupah tersebut berkaitan erat dengan akad ijarah jasa atau 

pekerjaan (ijarah„ala al-„amaal), dimana saat melakukan akad ijarah 

tersebut maka terjadi pula kesepakatan upah-mengupah yang dilakukan 

antara seorang penyewa jasa atau pekerjaan yang berkewajiban 

membayar upah dengan seseorang yang berkewajiban melakukan 

                                                           
45
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pekerjaan, dan upah tersebut merupakan imbalan atas jasa atau pekerjaan 

yang telah atau akan dilakukan sesuai kesepakatan. 

2. Macam-Macam dan Jenis Upah 

Upah dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

a. Upah yang telah disebutkan (ujrah al musamma) 

Pihak musta‟jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih 

besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak mu‟jir juga 

tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang 

yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah 

yang wajib mengikuti ketentuan . Apabila upah tersebut disebutkan 

pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu 

merupakan upah yang disebutkan. Apabila belum disebutkan, 

ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, 

maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan.
48

Syarat upah 

yang telah disebutkan tersebut harus disertai dengan kerelaan antara 

kedua belah pihak yang bertransaksi.
49

 

b. Upah yang sepadan (ujrah al mithli) 

Upah yang sepadan ini maksudnya adalah upah yang sepadan 

dengan profesinya, jika akad ijarah-nya telah menyebutkan jasa 

(manfaat) kerjanya.
50

Untuk menentukan tarif upah atas kedua belah 
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pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum 

menentukan upah yang disepakati, maka mereka harus menentukan 

upah yang wajar sesuai dengan pekerjaanya atau upah yang dalam 

situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan jenis 

pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan 

adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak.
51

 

Mulanya, jenis upah terbatas dalam beberapa jenis saja.Akan 

tetapi, seiring perkembangan dalam bidang muamalah seperti saat ini, 

maka jenis upah menjadi beragam, diantaranya: 

a. Upah atas ibadah atau ketaatan 

Yang dimaksud upah atas ibadah ini seperti dalam ibadah 

sholat, puasa, haji, dan membaca alquran. Terdapat perbedaan 

pendapat dari para ulama perihal kebolehan pengupahan dari 

pekerjaan tersebut. Imam Hanafi berpendapat bahwa, menyewa 

seseorang untuk melakukan perbuatan ibadah sholat, puasa, haji, dan 

membaca alquran, yang pahalanya dijadikan kepada orang tertentu, 

seperti untuk arwah ibu atau bapak si penyewa. Maka, haram 

hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.
52

 

Madzhab Maliki, Syafi‟i, dan Ibnu Hazm memperbolehkan 

mengambil upah sebagai imbalan dari mengajar alquran dan 
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kegiatan-kegiatan sejenis, karena hal ini termasuk dalam imbalan 

dari perbuatan yang dapat dikerahui (terukur) dan dari tenaga yang 

diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa mengambil upah 

sebagai imbalan mengajarkan alquran dan sejenisnya dengan cara 

bulanan atau sekaligus diperbolehkan, dengan alasan bahwa tidak 

ada nash yang melarangnya.
53

 

b. Upah ibu menyusui 

Allah tidak melarang menyewa perempuan untuk menyusui 

secara mutlak. hal ini sesuai dengan yang dimaksudkan dalam surat 

al-Baqarah (2) ayat 233 sebagai berikut: 

هههههههتْ َ... هههههههوذِمَتْ َنذِهههههههآَ اّتهانهَ اُ واهههههههاساَعاواهههههههنَمَْ َإْياَّ ُْ َ َأاوَاَٰهههههههاالَْ َحاهههههههيا
ْ۟آّْ واإْنََأارادتَََُّأانَتاسَتهارَضْههههههه
َ َ۟رْواََْۗوا تهذِقْهههههههههههههههههاّْ وهْههههههههههههههههاناَياْ ههههههههههههههههه رَيهْهههههههههههههههه ََما َ۟ما ْ اهههههههههههههههههاَتها َأانذَِ للّذِاَ وا عَوامْهههههههههههههههههآّْ  (٩٢٢)َ للّذِاَ

 

Artinya: 

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak 

ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 

yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa 

Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
54

 

Ibu menyusui yang diberi upah ini maksudnya bukan ibu 

kandung si bayi. Karena, seorang suami tidak boleh memberi upah 

istrinya untuk menyusui anaknya sendiri, sebab hal tersebut 
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merupakan sebuah kewajiban bagi hubungannya dengan Allah 

SWT.
55

 

Ketidak jelasan upah dalam penyewaan tersebut, tidak 

menyebabkan pertikaian. Sebab, hal tersebut merupakan kebiasaan, 

sehingga masyarakat bersifat toleran terhadap perempuan yang 

disewa untuk menyusui tersebut dan memberikan kemudahan guna 

menyampaikan kasih sayang terhadap anak-anak.
56

 

c. Upah dalam sewa tanah 

Diperbolehkan sewa menyewa atas tanah, dan di syariatkan 

untuk menjelaskan barang yang disewakan, meskipun itu berbentuk 

tanaman atau tumbuhan. Jika yang dimaksudkan adalah untuk 

pertanian, maka harus dijelaskan jenis apa yang akan ditanam ditanah 

tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan menghendaki tanah 

tersebut ditanami apa saja. Dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi, 

maka dinyatakan tidak sah (fasid).
57

 

d. Upah perburuhan 

Selain sewa menyewa barang, ada pula persewaan tenaga atau 

sering disebut perburuhan. Buruh adalah oang yang menyewakan 
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tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan 

kemampuannya dalam suatu pekerjaan.
58

 

3. Sistem Pengupahan dalam Islam 

Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargaisehingga 

upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang 

di berikan oleh si pekerja itu.
59

 Sistem penentuan upah dalam Islam 

tidaklah di sebutkan dengan rinci dalam kontekstual alquran maupun 

sunnah. Dalam alquran maupun sunnah hanya disebutkan syarat-syarat 

pokok mengenai hal tersebut, yaitu majikan harus memberikan upah 

kepada para pekerjanya atas jasa yang mereka berikan, sedangkan pekerja 

harus melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. 

Secara umum sistem pengupahan dalam Islam dapat di rumuskan 

sebagai berikut: 

a. Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai 

Dalam ketentuan berakad disebutkan bahwa suatu akad harus 

disebutkan secara jelas sebelum pekerjaan dimulai, terutama pada akad 

ijarah jasa atau tenaga. Sebelum pekerjaan dimulai, dianjurkan 

seorang penyewa jasa menjelaskan jenis pekerjaan, berapa lama 

masanya, dan yang terpenting adalah besaran upah yang akan diterima 

oleh pekerja, serta akan dibayar dengan sistem perhitungan upahnya 

apakah akan dihitung perjam, perhari, dan akan dibayarkan harian, 
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mingguan, ataukah bulanan. Rasulullah bersabda “barang siapa 

mempekerjakan pekerja, maka beritahukanlah upahnya”. 

Dengan penentuan upah yang kemudian disebutkan diawal atau 

pada saat akad ini, dapat mencegah timbulnya perselisihan terkait upah 

mengupah dikemudian hari, dimana hal ini telah disepakati oleh kedua 

belah pihak. Selain itu, dengan menyebutkan upah sebelum pekerjaan 

dimulai, diharapkan dapat memicu semangat bagi para pekerja. 

b. Memberikan Upah yang Layak 

Dalam Islam pihak yang mempekerjakan orang lain hendaklah 

memperhatikan akad atau kesepakatan mengenai sistem kerja dan 

sistem pengupahannya. Kelayakan upah mencakup besaran upah yang 

diterima karyawan haruslah cukup dari segi kebutuhan pokok, yaitu 

pangan, sandang serta papan. 

Di masa sekarang, kelayakan upah distandarkan berdasarkan 

Upah Minimum Regional (UMR). 

c. Membayar Upah Sebelum Keringatnya Kering 

Setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang 

melakukan akad, dan sudah ditentukan besaran upah dan waktu 

pembayarannya, maka hendaklah hal tersebut dilaksanajan sesuai 

akad. Jika dalam akad tidak disebutkan kesepakatan untuk 

mempercepat atau menangguhkan upah, dan dengan jangka waktu 

tertentu, maka hal tersebut wajib dipenuhi setelah berakhirnya masa 

tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk jangka waktu 
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satu bulan, kemudian masa satu bulan itu telah berakhir maka penyewa 

wajib membayar sewanya. Jika akadnya untuk suatu pekerjaan maka 

kewajiban untuk membayar upahnya pada saat pekerjaannya selesai.
60

 

Dalam Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW. Menganjurkan 

seoarang pemilik usaha untuk membayarkan upah para pekerjanya 

setelah mereka melakukan pekerjannya. Allah berfirman dalam QS. 

Ath-thalaq (65) ayat 6: 

َاَمَْ َحاآتاْهْ ذَِ... َ۟ ا َحاإْنََأارَضا َۚ َحَاَوااْ ذِ َ۟ ا َيُّاضا َحاتَّذِٰ َعاوانَاْ ذِ تَْحَاٍَ َحاأانَفْقْاّ َأوْا ا لَْ ذِ واإْنَ
تهْرَضْْ َاَْ َأْرَرا َٰ رَتََُّْحاسا اُ ا۟ا وامَْ َْ اَ۟رْواٍََۖواإْنََتها رْوَّيهانهَ ُْاراهْ ذََِۖواأَتَاْ  أْ

Artinya:  

... Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, 

maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, 

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka 

berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di 

antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui 

kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) 

untuknya.
61

 

Dan sabda Rasulullah SAW: 

َُراهَْقااَ اَأانََيُّاجْفاَٰعاراقْْ  ُْنراَأا  أاعَطْااَالأا

Artinya: 

“Berikan-lah kepada buruh/pekerja upahnya sebelum keringatnya 

kering” (HR. Ibnu Majah, shahih).
62
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Menunda-nunda untuk membayar upah bagi pekerja yang telah 

menyelesaikan pekerjaannya tanpa adanya kesepakatan dan alasan 

yang dapat dibenarkan, merupakan perbuatan yang dzolim dan 

merugikan. 

d. Memberikan upah secara adil 

Menurut Nindin sebagaimana dikutip oleh Armansya Waliam 

dalam jurnalnya, menyebutkan bahwa sistem pengupahan dalam Islam 

berkaitan erat dengan prinsip dasar kegiatan ekonomi (muamalah) 

secara umum, terutama prinsip keadilan.
63

 

                                                           
63

 Armansyah Walimah, “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam”, Jurnal Bisnis 

dan Manajemen Islam, (Universitas Islam Negeri Raden Fatah) Vol. 5 Nomor 2, (Palembang: 

2017) 



50 
 

 

BAB III 

PRAKTIK PENGUPAHAN KARYAWAN DI COUNTER DE BANANAS 

A. Sejarah dan Ruang Lingkup Usaha 

1. Sejarah De BANANAS 

De BANANAS didirikan pada tahun 2017. Usaha ini dirintis 

sendiri oleh owner yaitu Nanny Wijayati atau sering disapa mbak Nanik. 

De BANANAS bertempat di Jl. Adi Sumarmo, Dusun I, Kartasura, 

Sukoharjo. Tepatnya di area food court swalayan laris Kartasura.
1
 

Menurut sejarahnya, awalnya usaha ini hanya menjual bakaran
2
 

seperti sosis bakar, nugget, sosis jumbo, dan sebagainya. Namun, suatu 

hari owner berawal dari kesukaannya terhadap buah pisang dan ketidak 

sengajaannya melihat video kreasi makanan yang terbuat dari pisang saat 

membuka media sosial yaitu instagram, membuatnya terinspirasi dan 

mencoba mengkreasikan buah kesukaannya tersebut. Kemudian beberapa 

bulan berikutnya, usaha yang awalnya menjual aneka macam bakaran 

tersebut berkembang dan menambah banana nugget (nugget pisang) 

kedalam menu barunya.
3
 

Untuk karyawan, tidak ada kriteria dan syarat-syarat khusus untuk 

menjadi karyawan di De BANANAS ini. Jumlah pekerja di De 
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 Nanny Wijayati, Owner, wawancara langsung, pada tanggal 24 Februari 2020. 
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 Bakaran yang dimaksud adalah makanan beku (frozen food) seperti sosis, nugget, dan 
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BANANAS adalah dua orang, dengan sistem kerja dua shift. Hari 

kerjanya dari hari senin sampai hari minggu, tidak ada kesepakatan resmi 

antara owner dengan karyawan yang menyebutkan adanya hari libur 

kerja. Hari libur hanya biasa di dapatkan apabila satu diantara kedua 

karyawan ini bersedia untuk lembur.
4
 

Sekitar  bulan Juli tahun 2018 lalu di De BANANAS pernah 

mempekerjakan tiga karyawan, dimana karyawan ketiga ini bekerja 

lembur khusus di hari sabtu dan minggu saja, jadi karyawan satu dan 

karyawan dua bisa libur dan beristirahat. Namun semenjak karyawan tiga 

sekitar bulan April 2019 sudah memutuskan untuk tidak bekerja di De 

BANANAS lagi, maka hal tersebut sudah tidak diberlakukan lagi.
5
 

2. Ruang Lingkup Bidang Usaha 

Usaha ini bergerak di bidang kuliner, khususnya makanan ringan. 

De BANANAS menyediakan aneka menu bakaran, seperti sosis bakar, 

nugget, bakso bakar. Menu di De BANANAS juga ada pisang nugget 

dengan aneka rasa dan toping, selain itu juga ada sosis telur (sostel). 

B. Uraian Tugas, Tanggungjawab, dan Jam Kerja Karyawan 

1. Uraian Tugas Karyawan 

De BANANAS mempunyai dua orang karyawan, yang bekerja 

dengan sistem dua shift, yaitu shift pagi dan shift sore. Pada dasarnya, 
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kedua karyawan mempunyai tanggung jawab yang sama, yaitu melayani 

pembeli. Namun, kedua shift mempunyai tugas yang berbeda. 

Shift pagi, bertugas membuka counter atau bersih-bersih sebelum 

menerima pelanggan pertama, memasang gas, dan menyiapkan alat 

penggorengan dan pemanggang. Apabila sudah waktunya pergantian 

shift, maka tugas terakhirnya adalah membuat laporan harian per-shift. 

Kemudian shift siang, bertugas melanjutkan penjualan dari shift 

pagi. Dan apabila waktu bekerja telah selesai, maka tugas dari karyawan 

yang bertugas di shift sore adalah mencuci peralatan yang digunakan, 

kemudian merapikan dan menyimpan makanan kedalam freezer dan 

peralatan ketempat penyimpanan semula, kemudian setelah itu 

membersihkan counter dan terakhir membuat laporan harian per-shift. 

Kedua karyawan ini, mulai sejak bulan Agustus tahun 2019 

masing-masing karyawan ini mempunyai tugas ganda diluar jam 

operasional counter atau jam kerja. Untuk lebih mudah dalam 

menjelaskannya saya akan menyebutnya sebagai karyawan satu dan 

karyawan dua.
6
 

2. Tanggungjawab Karyawan 

Karyawan satu mempunyai tanggungjawab untuk bagian produksi 

nugget pisang. Sedangkan karyawan dua bertanggungjawab untuk 

membuat laporan keuangan bulanan, dan menghitung jam kerja 
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nugget, pada tanggal 26 Februari 2020 
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karyawan serta jumlah gaji masing-masing karyawan yang kemudian 

dilaporkan kepada owner.
7
  

Bagi karyawan yang menghilangkan atau terjadi kekurangan 

jumlah stok maupun uang dari laporan harian, maka bertanggungjawab 

menggantinya sejumlah atau seharga barang yang hilang tersebut. 

Misalnya, jumlah box banana nugget yang harusnya sesuai laporan 

harian ada 51 box, namun ternyata setelah dihitung hanya ada 50 box, 

maka karyawan tersebut berkewajiban mengganti box tersebut sehara 

satu porsi banana nugget. Tetapi apabila terjadi kerusakan pada barang 

dagangan dan bukan karena kesalahan karyawan misalkan barang 

dagangan yang rusak akibat pengiriman atau kadaluarsa, maka hal yang 

harus dilakukan adalah melaporkan kepada owner dan menulisnya 

kedalam buku laporan sebagai barang retur.
8
 

Di De BANANAS karyawan yang hendak mengundurkan diri 

dari pekerjaannya juga berkewajiban mencari pengganti, mengajari serta 

menjelaskan tugas, tanggungjawab dan menjelaskan sistem upah dari 

pekerjaannya. Tanggungjawab ini sudah diberitahukan pada saat 

karyawan bersedia bekerja di De BANANAS. 
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 Wawancara langsung dengan saudari Nurul sebagai karyawan De BANANAS nugget, 

pada tanggal 26 Februari 2020 
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3. Jam Kerja Karyawan 

Seperti telah disebutkan sebelumnya, di counter De BANANAS 

terdapat dua shift, yaitu shift pagi dan shift sore. Pada dasarnya kedua 

shift tersebut mengikuti  jam operasional counter, yaitu mulai dari pukul 

10.00 – 21.00 WIB dengan pembagian sebagai berikut:
9
 

a. Shift pagi dari pukul 10.00 – 15.00 WIB 

b. Shift sore dari pukul 15.00 – 21.00 WIB 

Namun, karyawan boleh memajukan atau memundurkan 

pergantian shift sesuai kesepakatan antar karyawan. Misalnya, karyawan 

shift pagi mempunyai keperluan mendesak sebelum jam pergantian shift 

dan pukul 14.00 WIB harus meninggalkan tempat kerja, kemudian 

karyawan shift sore diminta datang lebih awal, atau karyawan shift sore 

mempunyai keperluan yang mengharuskannya datang terlambat.
10

 

Secara resmi, tidak ada kesepakatan yang menentukan hari libur 

karyawan, kecuali awal hari raya idul fitri, setelah itu karyawan harus 

masuk kembali seperti hari biasa, yaitu dari hari senin – minggu. 

Karyawan yang hendak libur, misalkan karyawan satu sakit atau ada 

keperluan lain yang membuatnya tidak bisa masuk kerja, maka karyawan 

dua harus siap menggantikan jam kerjanya (lembur).
11

 

                                                           
9
 Wawancara langsung dengan saudari Nurul sebagai karyawan De BANANAS nugget, 

pada tanggal 26 Februari 2020 

10
 Wawancara langsung dengan saudara Ika, karyawan De BANANAS, pada tanggal  28 

Februari 2020. 

11
 Wawancara langsung dengan saudara Ika, karyawan De BANANAS, pada tanggal  28 

Februari 2020. 
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C. Pelaksanaan Sistem Pengupahan di De BANANAS 

Salah satu tugas dari karyawan adalah menulis laporan harian, dalam 

laporan tersebut berisi nama, hari dan tanggal, jam kerja, kemudian 

pengeluaran dan pemasukan (hasil penjualan). Berdasarkan data tersebut, 

maka owner dapat memantau jam kerja dan menghitung upah dari 

karyawannya.
12

 Di De BANANAS, sistem pengupahannya dihitung per jam 

dan dibayarkan bulanan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini: 

1. Dihitung per jam 

Dalam sistem pengupahannya yang di hitung per jam ini, maka 

mempengaruhi jam kerja karyawannya. Dengan sistem kerja yang tidak 

ditentukan pembagian jam kerjanya, membuat jam kerja karyawan di De 

BANANAS lebih fleksibel. 

Upah per jam di De BANANAS yaitu Rp 3.000 dengan jam kerja 

mulai dari pukul 10.00 - 21.00 atau sebelas jam kerja, maka 

perhitungannya 11 X 3.000  = 33.000, jadi upah karyawan di De 

BANANAS adalah Rp 33.000 per harinya. Seperti yang disebutkan 

sebelumnya tentang jam kerja karyawan di De BANANAS, bahwa shift 

pagi mulai dari pukul 10.00 – 15.00 yaitu 5 jam kerja, dan shift sore dari 

pukul 15.00 – 21.00 yaitu 6 jam kerja, maka perhitungannya shift pagi 5 

X 3.000 = 15.000 dan shift sore 6 X 3.000 = 18.000 namun sekali lagi, 

dikarenakan jam kerja yang tidak paten dan pertukaran shift antar 

karyawan yang tidak tetap membuat penerimaan gaji antara karyawan 

                                                           
12

 Lihat lampiran 
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satu dengan karyawan dua dapat berbeda, tergantung jumlah jam kerja 

karyawan tersebut. 

2. Dibayar Bulanan 

Di De BANANAS, upah yang dihitung per jam tersebut 

kemudian diakumulasikan dalam waktu satu bulan. Dengan upah per jam 

yang dihitung tiap hari yang kemudian dibayarkan satu bulan kemudian, 

membuat upah yang diterima oleh masing-masing karyawan berbeda tiap 

bulannya, tergantung pada jam kerja dan jumlah hari kerja dalam satu 

bulannya. Selain upah pokok Rp 3.000 per jam, ada juga upah 

tambahahan, yaitu uang pulsa sebesar Rp 50.000 per bulan dan bonus   

Rp 1.000 untuk setiap penjualan sosis jumbo dan sosis telur.
13

 

Jadi, misalkan dalam satu bualan bekerja selama 5 jam per hari, 

maka upah yang diterima 5 X 3.000 = 15.000 dalam satu bulan kurang 

lebih 30 hari, maka 5 X 30 = 150 hari dan upah yang diterima adalah 150 

X 3.000 = 450.000 setelah satu bulan bekerja. Misalkan karyawan dapat 

menjual 10 buah sosis jumbo dan sosis telur, bonus penjualan yang 

diterima Rp 10.000 dengan rincian upahnya sebagai berikut: 

Dalam sehari       5 X 3.000 15.000 

Dalam sebulan 150 X 3000 450.000 

Uang pulsa 50.000 

Bonus sostel dan sosjum 10.000 

Upah 510.000 
                                                           

13
 Wawancara langsung dengan saudari Nurul, karyawan De BANANAS, pada tanggal 26 

Februari 2020 
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Jadi, jumlah upah yang diterima karyawan adalah Rp 510.000 

dalam satu bulan. 

Upah dibayarkan tiap bulan sesuai dengan tanggal karyawan 

mulai masuk kerja, misalkan karyawan mulai masuk kerja tanggal 6 

maka pembayaran upahnya setealah satu bulan kerja di tanggal yang 

sama. Namun, terkadang pembayaran upah bisa terlambat 1 sampai 3 

hari kemudian, dan apabila karyawan sedang membutuhkan uang 

sebelum tanggal pembayaran upah yang telah di sepakati, maka 

diperbolehkan meminta upahnya sejumlah tertentu yang pada saat 

tanggal pembayaran upah, upah yang diperoleh selama satu bulan akan 

dikurangkan dengan jumlah yang di ambil sebelumnya.
14

 Hal ini 

diperbolehkan karena upah merupakan hak karyawan itu sendiri.
15

 

Contoh: 

Dalam sehari       5 X 3.000 15.000 

Dalam sebulan 150 X 3000 450.000 

Uang pulsa 50.000 

Bonus sostel dan sosjum 10.000 

Upah 510.000 

Di ambil 300.000 

Total upah 210.000 

                                                           
14

 Wawancara langsung dengan saudara Ika, karyawan De BANANAS, pada tanggal  28 

Februari 2020. 

15
 Nanny Wijayati, Owner, wawancara langsung, pada tanggal 24 Februari 2020. 
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Jadi, jumlah upah yang diterima karyawan A setelah dikurangi upah 

yang diambil sebelum tanggal pembayaran upah adalah Rp 210.000. 
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BAB IV 

ANALISIS PRAKTIK PENGUPAHAN KARYAWAN DALAM 

PERSPEKTIF AKAD IJARAH 

(Studi Kasus pada Counter Banana Nugget De BANANAS di Swalayan Laris 

Kartasura) 

Perkembangan zaman mengubah pola pikir masyarakat yang dulunya 

memilih bekerja di kantor dan instansi tertentu, kini banyak diantaranya memilih 

untuk membuka usahanya sendiri. Beberapa pengusaha memilih hobi dan 

kesukaannya terhadap sesuatu sebagai peluang bisnis. Seperti di De BANANAS 

ini, owner De BANANAS memulai bisnis pisang nuggetnya berdasarkan 

kesukaannya terhadap buah pisang, dan terinspirasi dari sebuah video yang di 

unggah di media sosial yang kemudian membuatnya berkreasi dan membuka 

peluang bisnis baru. 

Di era serba moderen ini, persaingan dalam dunia kerja menjadi sangat 

ketat, tingkat pendidikan dan keahlian khusus sangat dibutuhkan. Banyak orang 

yang memiliki modal tapi tidak bisa menjalankan usahanya, dan banyak pula 

orang yang tidak mempunyai modal tetapi mempunyai kemampuan untuk 

melakukan usaha. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa 

hidup sendiri. Mereka harus bersama-sama agar dapat menciptakan suatu 

hubungan timbal balik yaitu antar pemilik modal dengan yang membutuhkan 

pekerjaan. 

Yang terpenting dari sebuah pekerjaan adalah mengenai upah – mengupah. 

Selain perkembangan di dunia usaha, sistem pengupahanpun mulai beragam, 
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salah satunya yaitu pengupahan dengan sistem kerja part time seperti di counter 

De BANANAS. Sayangnya sistem part time yang mulai banyak diminati ini 

belum ada hukum atau peraturan resmi mengenai ketentuan kerja maupun upah 

bagi karyawan part time atau paruh waktu ini. hal ini membuat para pengusaha 

tidak memiliki patokan dalam menerapkan sistem kerja dan pengupahannya, 

sehingga dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan di kemudian hari. 

Berdasarkan hasil penelitian di counter De BANANAS yang kemudian 

akan dipadukan dengan buku-buku, artikel, maupun jurnal terkait ijarah atau 

upah-mengupah sistem part time. Dalam hal ini, penulis menganalisis sistem 

pengupahan yang diterapkan di counter De BANANAS dengan menggunakan 

konsep ijarah. Antara lain meliputi analisis ‘aqidain, analisis obyek atau 

pekerjaan, analisis ujrah atau upah dan analisis sighat ( ijab dan kabul ). 

A. ‘Aqidain ( Orang yang Berakad ) 

Salah satu unsur terpenting yang harus terdapat dalam akad ijarah 

adalah ‘aqidain yaitu pihak-pihak yang berakad. Adapun syarat bagi seorang 

‘aqidain yaitu berakal, baligh, mumayis dan orang yang dibenarkan secara 

hukum untuk melakukan akad. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, 

maka akadnya menjadi tidak sah. 

‘Aqidain dibagi menjadi dua, yaitu Musta’jir dan Mu’ajir. Musta’jir 

adalah orang yang membutuhkan jasa atau tenaga, sedangkan mu’ajir adalah 

orang yang mempunyai keahlian, tenaga dan sebagainya.  Mu’ajir berhak 

mendapat upah atas tenaga yang telah ia keluarkan, dan Musta’jir berhak 

mendapatkan tenaga atau jasa dari upah yang telah ia bayarkan dari mu’ajir. 
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Dalam hal ini, yang disebut sebagai musta’jir adalah owner De 

BANANAS selaku penyewa tenaga dan jasa, sedangkan mu’ajir-nya adalah 

kedua karyawan part time dimana karyawan part time ini sebagai pihak yang 

menyewakan tenaga dan jasanya atau sebagai pekerja. Karyawan part time ini 

bekerja sekitar 5 sampai 6 jam atau sekitar 11 jam apabila lembur setiap hari, 

karyawan tersebut bekerja sebagai pengelola sekaligus penanggungjawab 

counter seperti merapikan counter, mencuci alat bekerja, kemudian melayani 

pembeli dan menulis laporan harian. 

Untuk menjadi musta’jir maupun mu’ajir, seseorang haruslah 

memenuhi kriteria ‘aqidain yang sudah ditentukan oleh syariat islam, yaitu 

berakal, baligh, mumayis dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk 

melakukan akad. 

Di De BANANAS owner maupun kedua karyawannya mempunyai 

usia lebih dari 20 tahun, sehingga dapat di pastikan owner maupun kedua 

karyawannya sudah memenuhi kriteria sebagai seorang musta’jir maupun 

mu’ajir yang bekerja atas dasar kerelaannya sendiri. Walaupun owner De 

BANANAS tidak menerapkan kriteria tertentu bagi calon pegawainya, namun 

owner De BANANAS tidak mempekerjakan orang yang tidak cakap 

bertindak hukum, dan belum baligh. 

Dari uraian di atas akad ijarah yang dilaksanakan oleh De 

BANANAS sebagai musta’jir dan kedua karyawan part time-nya sebagai 

mu’ajir adalah sah menurut ketentuan akad ijarah. Karena musta’jir dan 

mu’ajir telah memenuhi syarat dalam melakukan akad ijarah yaitu berakal, 
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baligh, mumayis dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan 

akad, serta tidak ada unsur paksaan dalam berakad. 

B. Ijab dan Kabul (sighat) 

Ijab dan kabul merupakan rukun terpenting dalam akad, ijab dan 

kabul mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu jelas dan mudah dipahami 

maksudnya, adanya kesesuaian antara ijab dan kabul, serta bersambungnya 

ijab dan qabul dalam satu tempat. Akad ijarah harus dinyatakan secara tegas 

serta dapat dimengerti oleh dua orang yang berakad. Akad ijarah boleh 

dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, perbuatan atau tindakan maupun 

dengan sarana modern.
1
 

Apabila ada karyawan yang hendak berhenti bekerja dari De 

BANANAS, karyawan tersebut berkewajiban mencari penggantinya serta 

menjelaskan tugas dan tanggungjawab pekerja kepada calon penggantinya. 

Sehingga ijab dan kabul tidak dilakukan secara langsung antara owner dengan 

calon karyawan, namun melalui perantara yaitu karyawan yang hendak 

berhenti bekerja tersebut. 

Dengan sistem akad seperti ini, dimana penyampaian tugas dan 

tanggungjawab sebagai karyawan di De BANANAS ini terjadi secara turun 

temurun yaitu dari karyawan yang hendak berhenti bekerja kepada calon 

karyawan, dan apabila calon karyawan tersebut hendak berhenti bekerja, 

maka ia juga berkewajiban mencari calon pengganti yang baru, begitu 

seterusnya. Hal ini dapat menimbulkan kesalahan atau terjadinya 

                                                           
1
 Oni Sahroni dan M Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan 

Implementasinya dalam Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 80. 
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pengurangan dalam penyampaian informasi tentang tugas dan tanggungjawab 

karyawan di De BANANAS. Kekurangan informasi ini dapat menimbulkan 

masalah di kemudian hari. Misalkan karyawan yang hendak berhenti, 

menyampaikan mengenai tugas dari karyawan shift pagi adalah menyapu dan 

mengepel lantai. Namun, saat karyawan pengganti hendak berhenti ia tidak 

menyampaikan tugas tersebut kepada calon pengganti, maka si calon 

pengganti saat bekerja tidak menyapu dan mengepel lantai, sehingga hal ini 

dapat menimbulkan masalah dengan karyawan shift berikutnya. 

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa ijab dan kabul tidak dilakukan 

secara langsung antara pemilik usaha dengan calon karyawan, akan tetapi 

melalui perantara. Hal ini diperbolehkan selama mendapat persetujuan dari 

owner. Namun akad yang tidak tertulis atau lisan dan dilakukan melalui 

perantara dan secara turun temurun ini dapat menimbulkan masalah di 

kemudian hari, akan lebih baik apabila hal ini dihindari. 

C. Objek atau Pekerjaan 

Dari segi objeknya, akad ijarah yang digunakan di De BANANAS 

adalah akad ijarah jasa atau pekerjaan (ijarah‘ala al-‘amaal), Akad ijarah ini 

digunakan untuk memperoleh jasa dari seorang pekerja dengan membayar 

upah. Pengguna jasa disebut musta’jir dan pekerja atau buruh disebut ajir.
2
 

Ijarah seperti ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis 

pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang kayu, tukang batu, tukang 

jahit dan buruh pabrik. Ketentuan terkait ‘amal yang dilakukan ajir bahwa 

                                                           
2
 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga 

Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 23. 



64 
 

 

pekerjaan yang dilakukan dibolehkan menurut syariah dan perundang-

undangan yang berlaku, pekerjaan yang dilakukan harus diketahui jenis, 

spesifikasi, ukuran pekerjaan dan jangka waktu kerjanya. 

Pekerja atau buruh (ajir) dibagi menjadi dua macam, yaitu:
3
 

1) Ajir khass, yaitu pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan secara 

individual dalam waktu tertentu, seperti supir dan  pembantu rumah 

tangga.
4
 Empat ulama madzhab sepakat, bahwa ajir khass (pekerja 

khusus) tersebut tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau 

hilangnya sesuatu saat ia bekerja, selama itu bukan kelalaiannya.
5
 

2) Ajir musytarik, yaitu seseorang yang bekerja dengan berprofesi tanpa 

terikat dengan orang tertentu. Ia mendapatkan upah atas profesinya, 

contohnya pengacara dan konsultan.
6
 

Karyawan part time di De BANANAS ini termasuk dalam jenis 

mu’ajir atau ajir khass, dimana karyawan tersebut bekerja secara individual 

dengan sistem shift dalam waktu tertentu, yaitu sekitar 5 sampai 6 jam per-

shift atau sekitar 11 jam apabila lembur. Ajir khass tidak bertanggung jawab 

apabila terjadi kerusakan atau hilangnya sesuatu saat ia bekerja, selama itu 

bukan kelalaiannya. Di De BANANAS karyawan berkewajiban untuk 

mengganti kehilangan barang dagangan, seperti bagi karyawan yang 

                                                           
3
 Qomarul Huda, Fiqh Mu’amalah, (Yogyakarta : Teras, 2001), hlm.  86. 

4
 Ibid., hlm.  86. 

5
Ibid., hlm. 87. 

6
Ibid., hlm. 87. 
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menghilangkan atau terjadi kekurangan jumlah stok maupun uang dari 

laporan harian, maka bertanggungjawab menggantinya sejumlah atau seharga 

barang yang hilang tersebut. Misalnya, jumlah box kemasan yang harusnya 

sesuai laporan harian ada 51 box, namun ternyata setelah dihitung hanya ada 

50 box, maka karyawan tersebut berkewajiban mengganti box tersebut 

seharga satu porsi banana nugget. Tetapi apabila terjadi kerusakan pada 

barang dagangan dan bukan karena kesalahan karyawan misalkan barang 

dagangan yang rusak akibat pengiriman atau kadalwarsa bukanlah 

tanggungjawab karyawan.
7
 

Dari segi objek atau pekerjaannya, De BANANAS sudah 

menerapkannya sesuai ijarah, yaitu karyawan part time De BANANAS 

sebagai ajir khass dan tidak dituntut mengganti rugi selama bukan dari 

kelalaian karyawan dalam bekerja. 

D. Upah atau ujrah 

Akad ijarah jasa atau pekerjaan (ijarah‘ala al-‘amaal) berkaitan erat 

dengan upah-mengupah. Sistem penentuan upah dalam islam tidaklah 

disebutkan dengan rinci, secara kontekstual alquran maupun sunnah. Dalam 

alquran maupun sunnah hanya disebutkan syarat-syarat pokok mengenai hal 

tersebut, yaitu majikan harus memberikan upah kepada para pekerjanya atas 

jasa yang mereka berikan, sedangkan pekerja harus melakukan pekerjaannya 

dengan sebaik-baiknya. Secara umum, rumus pengupahan dalam islam yaitu 

upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai, memberikan upah yang 

                                                           
7
 Wawancara langsung dengan saudari Nurul sebagai karyawan De BANANAS nugget, 

pada tanggal 28 Februari 2020 
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layak, membayarkan upah sebelum kering keringatnya, dan memberikan upah 

secara adil. 

Berkenaan dengan upah, De BANANAS sudah menyebutkan pada 

saat melaksanakan akad atau pengenalan tugas dan tanggungjawab sebelum 

mulai bekerja keesokan harinya. Upah yang dibayarkan juga sudah dikatakan 

layak, yaitu Rp 3.000 per-jam sesuai dengan pekerjaannya yang terbilang 

tidak terlalu berat. Tidak hanya itu, karyawan juga akan mendapatkan bonus 

dari penjualan sosis jumbo dan sosis telur masing-masing Rp 1.000 untuk 1 

item di setiap penjualan dan uang pulsa sebesar Rp 50.000 setiap bulannya. 

De BANANAS membayarkan upahnya sesuai tanggal karyawan tersebut 

mulai masuk kerja setiap bulannya. Terkadang pembayaran upah terlambat 

beberapa hari. Akan tetapi, karyawan diperbolehkan mengambil upah 

sejumlah tertentu apabila dalam keadaan mendesak. Untuk pembagian 

upahnya sudah dihitung dan dibayarkan secara adil, tidak ada perbedaan upah 

antara karyawan yang lama maupun yang baru, karena upahnya dihitung per-

jam membuat karyawan tidak merasa dirugikan, karena pembayarannya 

sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan.  

Jadi, praktik pengupahan di De BANANAS sudah sesuai dengan 

ijarah, karena sudah memenuhi syarat-syarat dari upah atau ujrah, yaitu upah 

harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai, memberikan upah yang layak, 

membayarkan upah sebelum kering keringatnya, dan memberikan upah 

secara adil. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan diatas tentang sistem 

pengupahan karyawan di De BANANAS dalam perspektif akad ijarah, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik pengupahan karyawan di conter banana nugget De BANANAS di 

swalayan laris Kartasura menggunakan sistem  part time, dimana 

karyawannya bekerja dengan sistem dua shift yaitu shift pagi bekerja dari 

pukul 10.00 sampai 15.00 WIB dan shift sore bekerja dari pukul 15.00 

sampai 21.00 WIB. Sistem pengupahannya dihitung per-jam setiap 

harinya, dan dibayarkan setelah satu bulan kerja sesuai tanggal mulai 

masuk kerja karyawan tersebut termasuk bonus penjualan dan uang 

pulsanya. Namun, pembayaran upah terkadang terlambat beberapa hari 

kemudian setelah tanggal pembayaran upah yang telah disepakati. Dan di 

De BANANAS, karyawan boleh mengambil upah sejumlah tertentu 

sebelum tanggal pembayaran upah apabila dibutuhkan. Oleh karena 

durasi kerjanya yang fleksibel sesuai kesepakatan antar karyawan, maka 

jumlah upah setiap karyawan per-tahunnya tidaklah tetap. Di De 

BANANAS pula, apabila karyawan menghilangkan barang atau uang 

hasil penjualan, maka karyawan tersebut berkewajiban mengganti 

sejumlah yang dihilangkan. Namun, jika terjadi kerusakan barang 
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dagangan atau kehilangan selain dari kelalian karyawan, maka bukan 

tanggungjawab karyawan untuk menggantinya. 

2. Sistem pengupahan karyawa pada counter  De BANANAS ditinjau dari 

akad ijarah belum tepat atau sesuai dengan konsep ijarah. Hal ini 

dikarenakan untuk ijab dan kabulnya masih belum tepat. Seorang 

pengusaha yang hendak mempekerjakan karyawan harus terlebih dahulu 

menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan 

dilaksanakan, baik waktu, jenis pekerjaan, tugas dan tanggungjawab serta 

upah dari pekerjaan yang akan dilakukan tersebut. Sedangkan, ijab dan 

kabul di counter De BANANAS tidak secara langsung antara owner 

dengan calon pekerja, melainkan melalui perantara yaitu karyawan yang 

hendak berhenti bekerja atau yang mencari pengganti. Hal ini 

diperbolehkan selama mendapat persetujuan dari owner atau pemilik 

usaha. Namun, akad yang tidak tertulis dan dilakukan melalui perantara 

serta penyampaian informasi mengenai tugas dan tanggungjawab serta 

sistem kerja dan upahnya dilakukan secara turun temurun sehingga dalam 

penyampaian informasinya tidak maksimal, hal ini dapat menimbulkan 

masalah dikemudian hari. 

Untuk upahnya walaupun terkadang terjadi keterlambatan, namun 

ada kebijakan owner untuk memperbolehkan karyawannya mengambil 

upah sejumlah tertentu sebelum tanggal pengambilan upah membuat 

karyawan tidak mempermasalahkan keterlambatan tersebut. Selama 

karyawan tidak merasa terdzolimi dengan hal ini maka diperbolehkan. 
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B. SARAN-SARAN 

Adapun saran-saran yang di berikan oleh penulis antara lain: 

1. Berkaitan dengan akad, sebaiknya owner menyampaikan secara langsung 

dan di kepada calon karyawan berkenaan dengan upah, jam kerja, serta 

tugas dan tanggungjawab karyawan, agar informasi sekecil apapun dapat 

tersampaikan dengan baik dan tidak terjadi kesalah pahaman yang 

mengakibatkan masalah di kemudian hari. 

2. Untuk tanggal pembayaran upah, lebih baik disamakan antara karyawan 

yang satu dengan lainnya, agar terhindar dari kesalahan penghitungan 

upah yang menimbulkan masalah dikemudian hari. 

3. Untuk pihak yang berwenang, berkaitan dengan karyawan yang bekerja 

dengan sistem part time ini, sebaiknya dibuatkan peraturan resmi agar 

para pekerja part time ini dapat bekerja dengan tenang dan hak-haknya 

dapat terpenuhi dan terlindungi. 
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